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ABSTRAK 
SATRIANI P, B111 13 054, Analisis Yuridis Pasal 18 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kasus Jurnalis 
Lembaga Pers Mahasiswa Washilah UIN Alauddin Makassar Tahun 
2016). Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar, selaku pembimbing I dan 
Haeranah, selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui Pasal 18 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dapat diterapkan terhadap 
pelaku yang menghalangi wartawan kampus dalam melakukan peliputan ; 
(2) Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang 
menghalang-halangi wartawan kampus dalam melakukan peliputan. 
Penelitian ini di laksanakan di Makassar dengan metode sosiolegal 
research, penulis memperoleh data dengan melakukan beberapa 
wawancara dengan narasumber dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 
Makassar, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia 
Nasional, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pers Mahsiswa Indonesia 
Dewan Kota Makassar, Pemimpin Umum Lembaga Pers Washilah UIN 
Alauddin Makassar tahun 2016, Redaktur Hukum Fajar,  serta mengambil 
data yang relevan dengan penelitian, yaitu literatur, karya ilmiah, jurnal, 
buku – buku, serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan 
masalah terkait. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan: 1) Secara normatif (tekstual) Pasal 18 
ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers tidak dapat diterapkan 
terhadap pelaku yang menghalang-halangi wartawan dalam melakukan 
peliputan. Namun secara substantif (de facto), pers mahasiswa diakui 
keberadaannya. Hal ini dikarenakan bentuk pers mahasiswa sebagai 
lembaga resmi (legal) yang disahkan dan diberi mandat dalam hal ini surat 
keputusan (SK) dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya dari badan 
hukum pemerintah yakni Perguruan Tinggi (PT). (2) Terhadap pelaku yang 
mengahalangi wartawan kampus dalam melakukan peliputan dalam hal 
penganiayaan dan perampasan alat kerja dapat dikenakan delik umum, 
yakni Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 406 KUHP 
tentang perusakan benda. Adapun bentuk penyelesaian yang dapat 
digunakan pers mahasiswa ada 2 yakni, bentuk letigasi dan non letigasi. 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wartawan Kampus,  Pers Mahasiswa 
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ABSTRACT 
 
SATRIANI P, B111 13 054, Juridical Analysis Article 18 paragraph (1) of 
Law Number 40 Year 1999 About Press (Case Study of Journalist Student 
Press Agency Washilah UIN Alauddin Makassar Year 2016). Guided by 
Syamsuddin Muchtar, as mentors I and Haeranah, as mentor II. 
 
This study aims to: 1) Knowing Article 18 paragraph (1) of Law No. 40 of 
1999 on the Press can be applied to the perpetrators who block the 
campus reporters in doing the coverage; (2) Knowing the criminal liability 
of the perpetrators who obstruct the campus reporters in doing the 
coverage. 
 
This research was conducted in Makassar with sociolegal research 
method, the authors obtained the data by conducting several interviews 
with resource persons from Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, 
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pers Indonesia Nasional, Sekretaris 
Jenderal Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Makassar, 
Pemimpin Umum Lembaga Pers Washilah UIN Alauddin Makassar 2016, 
Redaktur Hukum Fajar,  as well as taking data relevant to the research, 
namely literature, scientific papers, journals, books, and regulations 
related to related issues. 
 
The results of this study show: 1) Normatively (textual) Article 18 
paragraph (1) of Law no. 40 of 1999 on the press can not be applied to the 
perpetrators who hinder journalists in doing the coverage. But 
substantively (de facto), the student press is acknowledged. This is 
because the form of the student press as an official institution (legal) 
approved and mandated in this letter of decree (SK) in carrying out its 
journalistic activities of a government legal entity ie Higher Education (PT). 
 (2) Against the perpetrators who obstruct the campus reporters in this 
case the persecution and appropriation of work tools can be introduced to 
the general offense, namely article 351 of the criminal code on persecution 
and article 406 of the criminal code on the destruction of objects. As for 
theform of settlement that can be used by the student press there are to ie, 
the form of letigation and non letigation. 
 
Keywords: Legal Protection, Campus Journalist, Student Press 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 
(Selanjutnya disingkat UU Pers), pers dijelaskan sebagai lembaga sosial 
dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, 
meliputi; mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar,  suara 
dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan 
menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang 
tersedia. 
Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bill Kovach dan Tom Rosientil 
dalam bukunya “Sembilan Elemen Jurnalisme”, pers merupakan institusi 
sosial yang memiliki fungsi signifikan yang sering didefinisikan sebagai 
lembaga kontrol. Fungsi pers itu dapat diwujudkan secara maksimal 
apabila kebebasan pers dijamin. Pers yang terjamin kebebasannya 
sebagai prasyarat untuk dapat berfungsi maksimal, bertanggung jawab 
atas semua informasi yang dipublikasikan tidak kepada negara. Tanggung 
jawab pers, bersifat langsung kepada masyarakat (publik), karena tujuan 
utama jurnalisme (pers) adalah untuk melayani masyarakat.1 
                                            
1Kovach, Bill, Tom Rosenstiel. 2004. Elemen-Elemen Jurnalisme. Jakarta: Institut      
Studi Arus  Informasi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat. 
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Agar pers berfungsi sebagaimana mestinya dibutuhkan syarat-syarat 
tertentu. Salah satu syarat penting itu ialah dalam menjalankan fungsinya, 
pers mutlak membutuhkan kebebasan, seperti yang dikatakan oleh 
Mochtar Lubis:2 
Kemerdekaan pers merupakan satu unsur di dalam peradaban 
manusia yang maju dan bermanfaat tinggi dan yang menghormati 
nilai-nilai kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers tak ada, maka 
martabat manusia jadi hilang 
 
Maka dari itu, kebebasan merupakan hak fundamental bagi pers, 
karena salah satu tugas utama dari pers bukanlah untuk menjilat yang 
berkuasa, tetapi untuk mengkritiknya. Supaya tugas seperti itu mampu 
dipikul pers, P.K. Oyong mengatakan bahwa wartawan harus bebas. 
Bebas dari penangkapan dengan secara sewenang-wenang. Bebas dari 
ketakutan di bredel, dan juga bebas dari rintangan batin yang diakibatkan 
fraternization antara pers dan pemerintah.3 
Kemerdekaan pers adalah milik masyarakat yang berdaulat. 
Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (4) UU Pers menjelaskan bahwa:  
“wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan 
jurnalistik”. Untuk itu, seperti yang kita ketahui negara Indonesia adalah 
negara hukum yang berlandaskan pancasila. Dengan demikian, semua 
perilaku warga negara Indonesia, selalu diatur dan dibatasi oleh hukum 
dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang dijelaskan 
pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
                                            
2Mochtar Lubis, 1980, Catatan Subversif, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 125 
3P.K.Oyong, 1981, Kompasiana, Gramedia, Jakarta, hal. 24   
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1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) bahwa: “Kemerdekaan 
berserikat, dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan 
dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. 
Dalam Amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus Tahun  2000,  
Pasal 28 E juga menjelaskan: “Setiap orang berhak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Bahkan lebih 
diperinci lagi dalam Pasal 28 F, yang berbunyi: 
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah 
dan menyampaikan  informasi dengan menggunakn segala jenis 
saluran yang tersedia. 
 
Maka dari itu, pers memiliki kemerdekaan untuk mencari dan 
menyampaikan informasi yang sangat penting.  Tanpa kemerdekaan pers 
hak asasi untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi tidak akan 
pernah ada. Tanpa kemerdekaan pers tidak ada demokrasi karena pers 
adalah salah satu pilar demokrasi.  
Pers menjalankan fungsi bukan atas nama dirinya sendiri, melainkan 
atas nama kepentingan publik. Bahwa pers tidak mungkin melepaskan diri 
dari ideologi dan kepentingan pemiliknya bukan berarti menjadikan pers 
harus kehilangan jati diri sebagai pembawa aspirasi publik.4 Dalam Pasal 
3 ayat (1) UU Pers disebutkan fungsi pers secara umum ialah sebagai 
media informasi, pendidikan, hiburan dan media kontrol sosial. Pers 
nasional dapat berfungsi pula sebagai lembaga ekonomi komersial. 
                                            
4Tim LBH Pers, 2010, Riset Peradilan Pers di Indonesia,Cet.1,LBH Pers, Jakarta, 
hlm.2 
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Kontrol sosial itu bisa berupa keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan, 
pertanggungjawaban pemerintah pada rakyat, dukungan atau sikap kritis 
rakyat terhadap pemerintah.5 Dalam Pasal 4 UU Pers disebutkan pula 
hak-hak pers diantaranya: 
1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara 
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor, pembredelan dan 
larangan penyiaran 
3. Pers Nasional mempunyai hak mencari, menyampaikan gagasan 
dan informasi kepada masyarakat 
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum 
wartawan mempunyai hak tolak. 
 
Dalam mewujudkan hak asasi manusia tersebut,  Undang – Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga 
memberikan jaminan, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang 
berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hal ini sejalan dengan 
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 
1948, yang mengeluarkan Declaration of Human Rights atau Deklarasi 
Universal tentang HAM, Pasal 19 yang berbunyi: 
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan 
pendapat dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat 
tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan 
informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak 
memandang batas-batas wilayah. 
 
Berdasarkan konvensi tersebut, jelas dikatakan bahwa setiap orang 
berhak mencari dan mengumpulkan informasi, juga bebas menyampaikan 
informasi yang dimiliki.  Dalam Pasal 19 International Covenan on Civil 
                                            
5Masduki,2003, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, UII Press,Yogyakarta, 
hlm. 8 
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and Political Right (ICCPR) atau Konvensi International tentang Hak-Hak 
Sipil dan Politik yang mulai berlaku pada tanggal 23 maret 1966 juga 
menyebutkan bahwa:6 
1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa mendapatkan campur 
tangan 
2. Setiap orang berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat; hak 
ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima dan 
memberikan informasi dan semua jenis pemikiran terlepas dari 
pembatasan-pembatasan, secara lisan, tulisan atau cetakan, dalam 
bentuk karya seni, atau melalui sarana lain yang menjadi pilihannya 
sendiri. 
3. Pelaksanaan hak-hak yang diberikan dalam ayat (2) Pasal ini 
menimbulkan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab khusus. 
Oleh karena itu dapat dikenai pembatasan-pembatasan tertentu, 
tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan hanya 
sepanjang diperlukan untuk :  
 a)   Menghormati hak dan nama baik orang lain, 
 b) Menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau 
kesehatan atau kesusilaan umum. 
 
Pers sebagai salah satu pilar dalam penegakan demokrasi harus 
dibebaskan dari intervensi pemerintah dan memberi perlindungan kepada 
siapa saja yang ingin mengemukakan pikiran dan pendapatnya. 
Pemberian kebebasan ini menjadi tuntutan hampir semua elemen media 
karena media massa dipandang sebagai pencerminan suara hati 
masyarakat dengan prinsip kebebasan berbicara (freedom to speech) dan 
kebebasan menyampaikan pendapat (freedom of the press) kepada orang 
lain tanpa dikenakan sensor dan pemberedelan.  
                                            
 6Adami Chazawi, Prija Djatmika,dan Ardin Ferdian,2015, Tindak Pidana Pers, 
CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 259-300 
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Salah satu bagian yang penting untuk dicermati dari keberadaan 
pers itu adalah keberadaan pers ditinjau dari sisi hukum.                                
Ketika pers berada di tengah masyarakat, terjadilah interaksi antara pers 
(sebagai lembaga) dengan masyarakat sebagai konsumennya. Secara 
teknis akan muncul permasalahan hukum, ketika sajian itu ternyata dinilai 
tidak benar atau merugikan masyarakat. Untuk itu harus ada penyelesaian 
yang berkeadilan dan melembaga sehingga tidak mengganggu ke 
hidupan masyarakat dan kelangsungan pers itu sendiri. 
Kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan informasi juga 
merupakan salah satu tonggak penting sebuah sistem demokrasi.7 Dalam 
pendahuluan UU Pers disebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah 
satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, 
keadilan dan supremasi hukum.8 Oleh karena itu, tidak boleh ada 
pengekangan apapun terhadap kebebasan pers. Pemerintah juga tidak 
boleh memiliki hak untuk campur tangan dengan media massa apapun 
alasannya.9 
Pers harus diukur dari sejauh mana negara melindungi keselamatan 
jurnalis dalam menjalankan tugasnya, juga dari kesadaran semua pihak 
untuk menyelesaikan keberatan atas pemberitaan media secara beradab 
                                            
7Robert Haas, 1998, Hak-hak Asasi Manusia dan media, Yayasan Obor Indonesia, 
Jakarta, hal. 36  
8Kusmadi, dkk, 2010, UU Pers dan Peraturan-peraturan Dewan Pers, Dewan Pers, 
Jakarta, hal. 58 
9Elvinro dkk, 2004, Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Simbiosa Rekatama 
Media, Bandung, hal. 199. 
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dan tanpa kekerasan fisik. Keselamatan wartawan masih menjadi masalah 
serius di Indonesia.10 
Masih terjadinya tindak kekerasan baik berupa penganiayaan 
maupun pengerusakan/perampasan barang yang dialami wartawan dalam 
upaya peliputan di era reformasi ini, dianggap sangat memprihatinkan 
mengingat kebebasan pers sebagai bentuk perlindungan terhadap 
wartawan/jurnalis yang memiliki tempat istimewa dalam agenda reformasi. 
Wartawan/jurnalis yang mengalami kekerasan dalam menjalankan 
tugasnya berpotensi mengalami perasaan terancam atau pun terintimidasi 
yang akhirnya akan berakibat pada kerja-kerja jurnalistik mereka. 
Dewasa ini, pekerjaan seorang jurnalis terkadang mulai sedikit 
terganggu dengan adanya kasus-kasus penganiayaan maupun 
pengerusakan dan/atau perampasan barang yang dilakukan oknum-
oknum tertentu. Perlu diingat bahwa wartawan memiliki jaminan dalam 
melakukan kerja-kerja jurnalisnya dalam upaya peliputan dengan 
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang 
melindungi hak-hak wartawan untuk menjalankan pekerjaannya tanpa 
mendapatkan perlakuan aniaya, ancaman, atau pun perampasan alat 
kerja. Hal ini terdapat dalam Pasal 8 yang berbunyi “Dalam melaksanakan 
profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum”. 
                                            
10Agus Sudibyo, “ Cermin Retak Kemerdekaan Pers (Online)”, tersedia di laman 
web:http://www.dewanpers.or.id/opini/detail/1/cermin-retak-kemerdekaan pers diakses 
pada tanggal 2 Februari 2017 
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Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bahkan telah merangkum selama 
Januari-Desember 2016. Setidaknya, ada tujuh puluh delapan (78) kasus 
kekerasan dan satu pembunuhan terjadi terhadap wartawan Indonesia. 
Berdasarkan kategori pelaku kekerasan tertinggi dilakukan oleh warga 
dengan dua puluh enam (26) kasus, diikuti oleh polisi tigabelas (13) 
kasus, pejabat pemerintah (Eksekutif) tujuh (7) Kasus, dan TNI, orang 
tidak dikenal, aparat pemerintah daerah (Satpol PP) masing-masing enam 
(6) kasus.11 
Sementara itu, untuk kategori jenis kekerasan, kekerasan fisik masih 
berada dalam posisi tertinggi, yakni tiga puluh lima (35)  kasus. Disusul 
oleh pengusiran atau pelarangan liputan tujuh belas (17)  kasus. Ancaman 
kekerasan atau terror sembilan (9) kasus, dan perusakan alat atau data 
hasil liputan ada tujuh (7)  kasus dan Makassar  empat (4) kasus,Bandung 
dan Lampung, tiga (3) kasus.12 
Berdasarkan data tersebut, dari tujuh puluh delapan (78) kasus yang 
terjadi sepanjang tahun 2016 itu, tidak ada satupun kasus yang di proses 
hukum hingga ke pengadilan. Kekerasan terhadap jurnalis pun terus 
berulang, tidak lain salah satu penyebabnya ialah tidak adanya 
penegakan hukum terhadap para pelaku. 
Tak hanya pers umum yang mendapatkan perlakuan demikian. Pers 
Mahasiswa (selanjutnya disingkat Persma) sampai saat ini juga sangat 
mengkhawatirkan. Persma sering kali tidak mendapat tempat di mata 
                                            
11Dimuat di laman Web : http://www.aji.or.id/read/berita/593/catatan-akhir-tahun-aji-
kekerasan-terhadap jurnalis-meningkat-tajam.html  diakses pada tanggl 4 Februari 2017 
12Ibid. 
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publik. Merujuk pada namanya, “Pers Mahasiswa”, esensi karakter 
aktivitas pers yang digawangi mahasiswa sebenarnya sudah jelas. 
Persma adalah entisitas penerbitan mahasiswa yang beroperasi di 
perguruan tinggi dan dikelolah oleh mahasiswa. Pers mahasiswa 
dianggap sebagai organisasi pers yang paling ideal karena tidak 
berorientasi pada kepentingan ekonomi melainkan pada idealisme 
mahasiswa. Namun pada kenyataannya, masih banyak ancaman, 
intimidasi, bahkan kekerasan yang dialami oleh wartawan/jurnalisnya. 
Meskipun kemerdekaan persma merupakan sarana pemenuhan hak 
asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM), yaitu hak berkomunikasi dan 
memperoleh informasi. Namun, selama ini persma tidak mempunyai 
payung hukum untuk menghindari adanya bahaya kriminalisasi oleh 
pihak-pihak tertentu kepada pegiat persma.13 Hal tersebut terlihat dalam 
Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: Setiap perusahaan pers harus berbentuk 
badan hukum Indonesia. 
Pasal ini merupakan salah satu contoh bukti adanya diskriminasi 
terhadap persma dalam menjalankan fungsinya sebagai wartawan 
kampus. Lembaga Pers Mahasiswa (selanjutnya disingkat LPM) Washilah 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar contohnya. Pada 
tanggal 26 september 2016, Riani Adriani yang berprofesi sebagai 
wartawan kampus mendapatkan tindakan kekerasan dari dosen UIN 
Alauddin Makassar. Rika Dwi Ayu Permitasari yang saat itu masih 
                                            
13Kuasa Rakyat.html diakses pada tanggal 20 Februari 2017, Pukul 22.35 Wita 
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menjabat sebagai ketua jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis. 
Dosen Rika yang mendatangi mahasiswa baru yang sedang 
berkumpul lalu dibubarkan, diabadikan oleh Riani (wartawan kampus) 
menggunakan kamera telephone seluler miliknya. Mengetahui aksinya 
direkam, ketua jurusan tersebut mendatangi reporter dan melakukan 
perlakuan yang kurang mengenakkan. Tak hanya itu, dosen Rika pun 
mencoba merebut paksa telephone seluler milik Riani, kemudian 
mencekik, menarik kerah baju, kemudian mendorong badan reporter LPM 
Washila UIN Alauddin Makassar itu hingga terpental beberapa meter 
meskipun korban sudah menjelasakan bahwa dirinya adalah pers 
mahasiswa.14 Dengan demikian, ini membuktikan bahwa pers mahasiswa 
membutuhkan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya 
sebagai wartawan kampus. 
Kasus kekerasan dalam hal ini penganiayaan dan perampasan 
dan/atau pengerusakan barang milik wartawan kampus perlu penanganan 
yang serius. Pasalnya dari kasus tersebut terdapat upaya menghambat 
dan menghalangi wartawan dalam mendapatkan gambar atau berita. 
Sehingga merupakan salah satu bentuk pelanggaran pada Pasal 4 ayat 
(3) UU Pers. Hal ini sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam 
Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers bahwa 
“ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan 
                                            
14Makassarterkini.com/dosen-uin-alauddin-lakukan-kekerasan-terhadap-wartawan-
kampus/ diakses pada tanggal 4 Februari 2017 
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tindakan yang berakibat menghambat atau menghalang-halangi 
pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah”.  Pasal 4 ayat (3) berbunyi : “untuk 
menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, 
memperoleh, dan menyebarluasakan gagasan dan informasi”. Artinya, 
segala upaya, misalnya menarik tubuh, mengintimidasi, merampas alat,  
mencegah dan menghalangi wartawan saat bertugas menjadi jurnalis 
adalah pelanggaran pidana. 
 Adanya ketentuan pidana yang diatur dalam UU Pers tersebut, 
membuat penulis bermaksud memperjelas ketentuan pidana yang harus 
diterapkan kepada pelaku yang menghalangi dan/atau menghambat 
wartawan kampus dalam melakukan peliputan, dan bagaimana 
perlindungan hukum wartawan kampus dalam melaksanakan 
peliputannya. 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis terdorong untuk melakukan 
penelitian yang mendalam sebagai bahan penulisan hukum tentang 
“Analisis Yuridis Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
1999 tentang Pers: Studi Kasus Jurnalis Lembaga Pers Mahasiswa 
(LPM) Washila UIN Alauddin Makassar Tahun 2016”. 
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B. Rumusan Masalah 
Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan 
pokok permasalahan , sebagai berikut : 
1. Apakah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 
Tentang Pers dapat diterapkan terhadap pelaku yang menghalangi 
wartawan kampus dalam melakukan peliputan ? 
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang 
menghalangi wartawan kampus dalam melakukan peliputan ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka penulis merumuskan 
tujuan penelitian sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui apakah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 1999 Tentang Pers dapat diterapkan terhadap pelaku yang 
menghalangi wartawan kampus dalam melakukan peliputan 
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 
yang menghalangi wartawan kampus dalam melakukan peliputan 
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D. Manfaat Penelitian 
Sebaik-baiknya ilmu pengetahuan adalah yang memiliki manfaat. 
Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 
1. Kegunaan teoritis 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan, memberikan tambahan wacana, serta dapat menjadi 
referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, 
dan ilmu hukum serta ilmu jurnalistik pada khususnya. 
2. Kegunaan praktis 
a. Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, 
membentuk pola pikir dinamis, serta sekaligus mengetahui sejauh 
mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang 
diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
b. Memberikan gambaran tentang sanksi pidana terhadap orang yang 
menghalangi wartawan menjalankan aktivitas jurnalistiknya dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi pemidanaan terhadap pelaku yang 
menghalangi kerja-kerja jurnalistik. 
c. Melengkapi syarat akademis guna mendapatkan gelar Sarjana 
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pers 
1. Pengertian Pers 
Istilah pers, atau press berasal dari istilah latin pressus artinya 
adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat.15 Pers dalam kosakata 
Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama 
dengan Inggris “press”, sebagai sebutan untuk alat cetak.16.  
Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 
tentang Pers (UU Pers)  juga menjelaskan : 
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang 
melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik 
dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data 
dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan 
media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang 
tersedia. 
 
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI), pers diartikan 
sebagai berikut :17 
(1) Usaha percetakan dan penerbitan;  
(2) Usaha pengumpulan dan penyiaran berita; 
(3) Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio; 
                                            
15Ensiklopedi Politik Pembangunan Pancasila Jilid 4, 1984. Jakarta: Yayasan 
Ciptaloka Caraka, hal. 114 ( Selanjutnya disebut Ensiklopedi Politik 4) 
16Ensiklopedi National 13.hal.117. Juga disebutkan dalam Soetandyo 
Wignjosoebrot, 1997. Pers, Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia, dalam Ilusi  Sebuah 
Kekuasaan, Surabaya: ISAI-PUSHAM UBAYA, hal. 84. (Selanjutnya disebut Soetandyo, 
Pers Demokrasi) 
17Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.675 
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(4) Orang yang bergerak dalam penyiaran berita;  
(5) Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio,                  
televisi, dan film. 
 
Eksiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13, membedakan pers dalam 
dua arti. Pers dalam arti luas adalah media tercetak atau elektronik yang 
menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar 
kepada masyarakat luas secara regular. Laporan yang dimaksud adalah 
setelah melalui proses pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya. 
Sedangkan dalam pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media 
tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan 
bulletin, sedangkan media elektronik meliputi radio, film, televisi.18 
Sedangkan Pers menurut Weiner memiliki tiga arti. Pertama, 
Wartawan media cetak. Kedua, publisitas atau peliputan. Ketiga, mesin 
cetak-naik cetak.19 Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat 
pun menjelaskan dalam bukunya bahwa pers berasal dari kata Belanda. 
Pers yang artinya menekan atau mengepres. Kata pers adalah padanan 
press dalam bahasa inggris, berarti menekan atau mengepres. Dapat 
disimpulkan bahwa secara harfiah kata pers atau press mengacu pada 
pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. 
 Namun saat ini kata pers atau press penggunaannya merujuk pada 
semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan 
menghimpun berita, baik oleh wartawan media elektronik maupun media 
                                            
18Ensiklopedi Politik 4,op.cit,hlm 118 
19Masduki, 2003, Kebebasan Pers dan3 Kode Etik Jurnalistik, UII Press, 
Yogyakarta, hlm. 7. 
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cetak. Jadi, ada dua pengertian pers, yaitu pers dalam arti kata sempit 
yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan 
perantaraan barang cetakan. Pers dalam arti luas yaitu yang menyangkut 
kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan media cetak maupun 
dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.20. 
 
2. Kemerdekaan dan Kebebasan Pers 
Pers dan kemerdekaan pers adalah suatu wujud dari kedaulatan 
rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan 
supremasi hukum berdasarkan Pasal 2 UU Pers. Kemerdekaan pers 
sebagai hak asasi warga negara bukan semata-mata monopoli dan milik 
orang pers. Kemerdekaan pers adalah milik masyarakat berdaulat dalam 
melaksanakannya diperankan oleh perusahaan pers dan wartawan. 
Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara, UU Pers 
memberikan jawaban yang sangat tegas, mewujudkan kedaulatan rakyat 
yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supermasi 
hukum. 
Dalam Pasal 4 ayat (1) diungkapkan kemerdekaan pers dijamin 
sebagai hak asasi warga negara. Pada ayat (2) terhadap pers nasional 
tidak dikenakan penyensoran, pemberdelan atau pelanggaran penyiaran. 
Pada ayat (3) dinyatakan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers 
                                            
20Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2012, Jurnalistik, Teori dan 
Praktik,PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.17 
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nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyampaikan 
gagasan dan informasi. 
Semangat kemerdekaan pers pun ditegaskan berkali-kali dalam UU 
Pers, sehingga undang-undang ini betul-betul membawa semangat 
kemerdekaan pers. Hal ini bisa dilihat dalam pertimbangannya : 
a. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan 
rakyat yang menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsan dan bernegara ysng 
demokratis sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan 
pendapat senagaimana tercantum dalam Pasal Undang-Undang 
dasar 1945 harus dijamin 
b. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
yang demokratis, kemerdekaan menayatakan pikiran dan pendapat 
sesuai denga hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan 
hak asasi manusia yang sangat hakiki yang diperlukan untuk 
menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 
c. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar 
informasi dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, 
fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya 
berdasarkan kemerdekaan pers yang  professional, sehingga harus 
mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur 
tangan dan paksaan dari manapun. 
 
Dengan demikian semangat kemerdekaan pers yang dikandung oleh 
undang-undang ini didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945. Hal ini dipertegas kemudian dalam penjelasan undang-
undang ini, yaitu bahwa Pasal 28 UUD 1945 menjamin kemerdekaan 
berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, 
pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya 
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merupakan salah satu saran untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan 
dan tulisan tersebut. 
Patutlah dikatakan bahwa Kemerdekaan pers adalah kemerdekan 
yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi sosial 
yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang 
dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta hati nurani insan pers. 
Kebebasan pers bukan hak milik wartawan atau pengelola media. 
Kebebasan pers adalah hak milik publik yang harus diperoleh sebagai 
konsekuensi dari hak memperoleh informasi (right to know) dan hak 
menyampaikan pendapat (right to express). Secara politik kebebasan pers 
berarti hak warga untuk mengetahui berbagai masalah publik dan 
mendeseminasikannya secara terbuka. 
Kebebasan pers sering disalahartikan seolah-olah demi kebebasan 
individu semata-mata. Sesungguhnya kebebasan pers terutama sekali 
demi kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi serta untuk 
mengungkapkan pikiran dan menyatakan pendapatnya. Bahwa pers tidak 
bisa melepaskan diri dari kepentingan masyarakat digambarkan secara 
tegas dalam pernyataan prinsip (Statement of Principles) Dewan 
Kehormatan Pers Australia yang antara lain menyebutkan :21 
Kebebasan pers untuk melakukan penyiaran berita dan pendapat 
adalah kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi. 
Kebebasan pers merupakan sosok yang esensial dalam masyarakat 
demokratis. 
 
                                            
 21 Masduki,Op.cit.,hlm 9 
19 
 
Selain itu, kebebasan pers di Indonesia memiliki landasan hukum 
yang termuat di dalam ketentuan-ketentuan sbb: 
1. Pasal 28 UUD 1945, berbunyi :  
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan 
Undang-Undang”. 
 
2. Pasal 28 F, yang menyatakan bahwa : 
Setiap orang Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, 
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 
segala jenis saluran yang tersedia 
 
3. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang HAM pada Pasal 20 
dan 21 yang berbunyi” 
- Pasal 20 : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi di lingkungan 
sosialnya. 
- Pasal 21  : Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 
 
4. Pasal 19 piagam PBB tentang HAM yang berbunyi: 
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan 
pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan  memiliki pendapat 
tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan 
informasi dan sebuah pikiran melalui media apa saja dengan tidak 
memandang batas-batas wilayah. 
 
5. UU No. 39 Tahun 2000 Pasal 14 ayat (1) dan (2) 
- Ayat (1) : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi dan mengembangkan pribadi di lingkungan 
sosialnya. 
- Ayat (2) : Setiap oang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 
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6. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1)  
- Pasal 2 : Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan 
rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan 
supremasi hukum. 
- Pasal 4 ayat (1) : kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi 
warganegara. 
 
Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik 
memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan 
landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasioanl dalam 
menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta 
profesionalisme dengan menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik. 
Adapun penyalahgunaan kebebasan pers yaitu Insan pers 
memanfaatkan kebebasan yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan 
jurnalistik yang bertentangan dengan fungsi dan peranan yang 
diembannya. Seperti, penyajian berita atau informasi yang tidak akurat, 
tidak objektif, bias, sensasional, tendensius, menghina, menfitnah, 
menyebarkan kebohongan, fornografi, mengekspolitasi kekerasan, dll. 
Oleh karena itu tantangan terberat bagi wartawan adalah kebebasan pers 
itu sendiri. 
 
3. Sejarah Pers di Indonesia 
Pers (cetak) mulai berkembang pesat ketika Johann Gutenberg pada 
Tahun 1468 menemukan mesin cetak logam yang dapat dipindah-
pindahkan. Sebelumnya, orang cina yang awalnya mengembangkan 
tulisan yang bisa dibawa kemana-mana, yakni pada lempengan kayu, 
21 
 
sementara orang India memberikan sumbangan penemuan jenis-jenis 
angka Internasional.22 
Selajutnya alat-alat pendukung terhadap perkembangan pers mulai 
lebih banyak ditemukan. Dimulai oleh fox di Inggris pada Tahun 1839 
yang menemukan pembuatan potret hitam putih. Penemuan Morse 
(Tahun 1850), Penemuan Film bisu pertama (Tahun 1895 oleh Lumiere 
bersaudara), Lalu di Amerika penemuan gramafon (1896 oleh Edison), 
Tahun 1912 Gugliemo Marconi berhasil menciptakan radio tanpa 
earphone. Dan kemudian selanjutnya ditemukan film bersuara dan potret 
berwarna (1980).23 Berkat kemajuan teknologi, kini pengelolaan pers 
sudah dilakukan memakai komputer. Di Indonesia mulai akhir Tahun 1984 
beberapa harian sudah berani menampilkan diri dengan tata warna yang 
cemerlang. 
Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan tatanan sosial, 
pers Indonesia mengalami peningkatan yang pesat. Sebagai negara yang 
terbilang relative muda dibanding dengan negara maju lainnya, pers 
Indonesia mau tidak mau dalam sejarah perjalanannya menerima 
pengaruh dari negara-negara yang lebih dahulu mengenal budaya pers.24 
Sama halnya dengan banyak Negara jajahan lainnya, kisah pers di 
Indonesia merupakan cerita penekanan yang pahit.25 Sejak pertama   
                                            
22Wina Armada,1989, Wajah Hukum Pidan Pers, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 20. 
23Wina Armada, Ibid., hlm. 21 
24Wina Armada, Ibid., hlm 22. 
25Edward. C. Smith, 1983, Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia, Grafiti Pers, 
Jakarta, hlm. 282 
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menampaknya dirinya, sampai kini pers Indonesia terus bergerak di 
bawah bayang-bayang tekanan. Sepanjang tahun 1980 misalnya, fungsi 
pers masih mengalami penciutan.26 Kendati demikian, pers Indonesia 
tetap dapat bertahan sebagai sistem komunikasi. 
Dibanding dengan penerbitan pers pertama di Eropa pada tanggal 
15 Januari 1609,27 pers Indonesia baru terbit 135 Tahun kemudian. Tahun 
1712 upaya penerbitan surat kabar pertama di Jakarta yang berjudul 
“Untuk Kabar Dalam Negeri, Berita Kapal dan Semacamnya,” gagal. 
Setelah itu, 32 Tahun kemudian (1744), terbit surat kabar “Bataviasche 
Nouvelles en Politique Raisonnementes. Namun hanya bertahan dua 
tahun, karena terkena berangus.28 
Perihal surat kabar pertama Indonesia mana yang terbit, masih ada 
perbedaan pendapat. Menurut Edward C. Smith, surat kabar pertama 
Indonesia adalah Bromartani yang terbit di Surakarta Tahun 1855.29 
Sedangkan Soebagijo I.N. mengatakan kelahiran surat kabar Bromartani 
Tahun 1866.30 Tetapi kedua pengamat sejarah pers Indonesia itu 
sependapat Tahun 1856 telah lahir  soerat kabar bahasa melayoe yang 
diterbitkan di Surabaya dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh 
perusahaan Belanda yang ditujukan untuk kalangan Cina di Indonesia. 
                                            
26T. Mulya Lubis dan Fauzi Abdullah, 1983, Langit Masih Mendung, Laporan     
Keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 85 
27H. Soebagijo I. N., 1977, Sejarah Pers Indonesia, Dewan Pers, Jakarta, hlm.7 
28Wina Armada, Loc.cit., hlm.22 
29Edward, op.cit., hlm.71. 
30Soebagijo, op.cit., hlm.11 
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Surat kabar tersebut termasuk dalam deretan pertama kelahiran pers 
Indonesia. 
Dalam pertumbuhan pers di Indonesia, pada awalnya, batasan 
antara surat kabar yang dikelola orang Belanda, Cina, dan Indonesia 
belum kelihatan jelas. Abad dua puluh, hal itu baru terlihat nyata. Namun 
setelah kemerdekaan , batas itu hilang lagi, karena surat kabar Cina dan 
Belanda sudah dilarang secara resmi, sehingga dalam kenyataannya 
secara informal terjadi “pertemuan” ketiganya dalam pers “ Indonesia”.31 
Ciri pers yang dikelola orang Indonesia pada mulanya jelas 
memperlihatkan kualitas yang jauh lebih buruk dari kedua jenis pers 
lainnya, baik isi, penampilan maupun gaya bahasa saat itu. Walaupun 
demikian pers Indonesia tetap bisa memberikan semangat nasionalisme 
pada masa penjajahan Belanda. Dan akhirnya mereka lebih condong 
mengemukakan gagasan politiknya ketimbang memperhatikan 
pengelolaan dari segi jurnalistiknya. Umpamanya surat kabar Medan 
Priyayi yang terbit di Bandung mempunya motto “Organ buat bangsa yang 
terperintah di Hindia Belanda, tempat membuka suaranya”. Pers yang 
mulai terbit Tahun 1908 yang dipimpin R.m.Tirtoadisuryo itu, jelas dalam 
penerbitan perdananya menegaskan. penerbitan surat kabarnya bukan 
                                            
31Wina Armada, Loc. Cit., hlm.23 
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untuk mencari uang, tetapi untuk memperjuangkan kemajuan 
bangsanya.32 
Akibat tekanan dan percobaan yang dialami dalam perjalanan pers 
Indonesia, sisa-sisanya sampai kini masih terasa. Seringkali pers kita jika 
berhadapan dengan penguasa dinilai banyak halangan cenderung berhati-
hati dalam mengemukakan fakta dan opininya. Sebaliknya dalam kasus-
kasus yang bersifat pribadi, pers Indonesia sebaliknya oleh banyak 
kalangan sering dinilai  menjadi terlalu berani dan secara hukum berlebih-
lebihan.33 
Adapun nama-nama surat kabar di Indonesia ialah Bataviasche 
Novelles en Politique (7 Agustus Tahun 1774), Surat Kabar berbahasa 
Melayu antara lain, Slompet Melajoe, Bintang Soeraja (1861), Medan 
Prijaji (1907), Majalah tertua Panji Islam (1912-an), Surat Kabar 
Peranakan Tionghoa yakni Li Po (1901) dan Sin Po (1910), Surat kabar 
yang menyiarkan teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 pada 
tanggal 18 Agustus 1945 adalah surat kabar Soeara Asia, sedangakan 
surat kabar yang memuat teks proklamsi adalah surat kabar Tjahaja 
(Bandung), Asia Raja (Jakarta), dan Asia Baroe (Semarang).34 
 
 
                                            
32H.M. Hamidy, 1979, Sekilas Sejarah Pers Indonesia, dalam “Almanak Antara”, 
hlm. 407 ;Lihat juga Wina Armada, 1989, Wajah Hukum Pidana Pers, Pusat Kartini, 
Jakarta, hlm. 23 
33Ibid. 
34https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_massa diakses pada tanggal 3 Maret 2017, 
pukul 12.00 Wita 
25 
 
B. Wartawan 
1. Pengertian Wartawan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia“ wartawan” diartikan sebagai 
orang yang pekerjaannya mencari berita untuk dimuat di surat kabar, 
majalah, radio, atau televisi.35 Dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia; 
kata “wartawan” diartikan journalist atau reporter.36 
Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 1996 tentang  Ketentuan - 
ketentuan Pokok Pers, disebutkan bahwa :  
Wartawan adalah karyawan yang melakukan pekerjaan 
kewartawanan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran 
dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar  dan lain-lain. 
 
Sedangakan, Pasal 1 ayat (4) UU Pers menentukan “wartawan”  
adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. 
Adapun Wartawan profesional yaitu wartawan yang menjadikan kegiatan 
kewartawanan sebagai profesi. Tugas tersebut dilaksanakan sebagai 
profesi atau pekerjaan dalam konteks Indonesia, patuh dan melaksanakan 
Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 
tentang Pers secara konsisten. 
Wartawan atau jurnalis adalah seseorang yang melakukan 
jurnalisme. Wartawan merupakan orang yang secara teratur menuliskan 
berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa 
                                            
35Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.1008 
36S.Wojowasito dan Tito Wasito, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia; Indonesi-
Inggris dengan Ejaan Yang Disempurnakan, Penerbit Hasta, Bandung, 1983, hlm.326 
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secara teratur. Laporan ini lalu dapat dipublikasikan dalam media massa, 
seperti Koran, televise, radio, majalah, film dokumenter, dan internet.37  
Adapun profesi wartawan merupakan profesi yang di dalamnya 
memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan menulis. Selain itu 
wartawan dituntut untuk memiliki keahlian (expertise), yakni: keahlian 
mencari, meliput, mengumpulkan, dan menulis berita, termasuk keahlian 
dalam berbahasa tulisan Bahasa Indonesia Ragam Jurnalistik (BIRJ). 
Berita yang objektif, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan semata-
mata hanya dilahirkan dari hasil karya wartawan yang memahami seluk 
beluk proses kegiatan jurnalistik sesuai dengan bidang liputannnya.38 
Maka dari itu, Wartawan memiliki etika profesinya sendiri, yaitu kode 
etik jurnalistik, secara sederhana kode etik jurnalistik ini mengisyaratkan 
tanggung jawab yang besar dikalangan wartawan, artinya wartawan yang 
bertanggung jawab adalah wartawan yang menggunakan kebebasan 
menyajikan berita untuk kepentingan masyarakat luas, tidak untuk 
kepentingan diri sendiri. Karena itu, cara yang dianggap konstruktif 
menggunakan kebebasan menyajikan berita adalah penggunaan 
kebebasan secara etis. 
                                            
37Ririn Muthia Ruslaesa,2012, Pemahaman Idealisme dalam Profesi Wartawan,    
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, hlm.21 
38ImanulHakim.Upaya perlindungan hukum kepada wartawan dari tindak 
kekerasan  pada saat menjalankan tugas jurnalistik (studi kasus di Radio Elshinta 
Surabaya).  Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2013, hlm 6 
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2. Tugas dan Tanggung Jawab Wartawan 
Tugas dari seorang wartawan adalah reporting. Reporting adalah 
bentuk pelaporan yang memerlukan kemampuan untuk melaporkan dan 
menulis tentang berbagai topik. Selain itu, tugas wartawan dalam bidang 
jurnalistik yaitu wartawan menyampaikan informasi dalam berbagai outlet 
berita. Mulai dari surat kabar, sampai dengan stasiun radio. Dengan 
demikian tugas utama dari seorang wartawan adalah mengumpulkan 
berbagai data yang akan disajikan dalam format laporan berita.  
H.Rosihan Anwar mengatakan bahwa wartawan di bedakan menjadi 
dua, yakni  The Common Garden Journalist atau wartawan tukang kebun. 
Wartawan ini mahir  dalam menggunakan keahlian teknik kerja atau 
pratisi. Wartawan golongan kedua disebut  The Thingker Journalist atau 
wartawan pemikir. Wartawan golongan ini merupakan wartawan yang 
berpikir bagaimana informasi bisa dibuat secara efektif, sehingga  sampai 
pada sasaran secara komunikatif.39 
Aktivitas kewartawanan perlu sejajar dengan tatanan nilai etik dan 
intisarinya adalah wartawan harus menempuh cara yang baik dan jujur 
dalam mengumpulkan berita, meneliti kebenaran informasi, harus 
membedakan antara berita dan opini serta tidak mencampuradukkan fakta 
dan opini, kepala berita harus mencerminkan isi, bersikap obyektif dan 
sportif dalam memuat pendapat, tidak menyiarkan berita yang berisi 
                                            
39 Dikutip dari website www.pengertianpakar.com/2015/05/pengertian-wartawan.html di 
akses pada hari Rabu, 10 Mei 2017, pukul 11.00 WITA 
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tuduhan tidak berdasar, dan penyiaran nama lengkap atau identitas dari 
seorang tersangka dilakukan dengan penuh kebijaksanaan.  
Dengan demikian, tugas dari seorang wartawan secara umum 
adalah bekerja mencari berita, mengolahnya, mengeditnya, kemudian 
menyajikannya kepada pembaca/pendengar/pemirsa/ dengan sadar dan 
bertanggung jawab.40 
Beberapa hal yang bisa menjamin terpenuhinya tanggung jawab 
seorang wartawan kepada publik pembacanya : 
1. Tanggung Jawab 
  Tugas atau kewajiban seorang wartawan adalah mengabdikan diri 
kepada kesejahteraan umum dengan memberi masyarakat informasi 
yang memungkinkan masyarakat membuat penilaian  terhadap 
sesuatu masalah yang mereka hadapi 
2. Kebebasan  
 Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat adalah milik setiap 
anggota masyarakat (milik publik) dan wartawan menjamin bahwa 
urusan public harus diselenggarakan secara publik. 
3. Independensi 
 Wartawan harus mencegah terjadinya benturan-kepentingan (conflict 
of interest) dalam dirinya dan tidak boleh menerima apapun dari 
sumber berita 
4. Kebenaran 
 Wartawan adalah mata, telinga, dan indera dari pembacanya.Harus 
meyakinkan pembaca bahwa berita yang dituliskannya adalah 
akurat, berimbang dan bebas dari bias. 
5. Tidak Memihak 
 Laporan berita atau opini harus secara jelas dipisahkan.Artikel opini 
harus secara jelas di identifikasikan sebagai opini. 
6. Adil dan Ksatria (Fair) 
 Wartawan harus menghormati hak-hak orang dalam terlibat dalam 
berita yang dituliskannya serta mempertanggungjawab-kan kepada 
                                            
40Sulistiono, senangnya menjadi seorang wartawan, penerbit PT.Citra Aji Prama, 
Yogyakarta, 2013, hlm 9 
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public bahwa berita itu akurat serta fair. Orang yang dipojokkan oleh 
sesuatu fakta dalam berita harus diberi hak untuk menjawab. 
 
Setiap wartawan harus menaati Kode Etik Jurnalistik, antara lain: 
1. Memperhatikan persyaratan jurnalistik, seperti objektivitas, keadilan, 
keberimbangan dan ketidakbiasaan.  
2. Cermat dalam hal akurasi bagi penyampaian fakta-fakta laporannya. 
3. Menghargai kehidupan pribadi, sepanjang tidak mengganggu atau 
merugikan kepentingan umum. 
4. Tidak berprasangka atau diskriminatif terhadap perbedaan SARA 
atau gender. 
5. Tidak melecehkan/merendahkan martabat orang-orang yang kurang 
beruntung. 
6. Menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan 
masyarakat untuk berekspresi dan memperoleh informasi.  
7. Tidak terbujuk oleh iming-iming narasumber yang mengakibatkan 
sajian berita tidak objektif/profesional. 
 
Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya melayani publik, 
wartawan memperoleh sejumlah keistimewaan, antara lain : 
1. Mereka dilindungi oleh undang-undang kebebasan menyatakan 
pendapat 
2. Mereka berhak menggunakan bahan/dokumen/pernyataan public 
3. Mereka dibenarkan memasuki kehidupan pribadi seseorang dan 
para pokok public (public figur) demi memperoleh informasi yang 
lengkap dan akurat (karena mereka mewakili mata, telinga, serta 
indera pembacanya).41 
 
Tugas atau kewajiban seorang wartawan adalah mengabdikan diri 
pada kesejahteraan umum dengan memberi masyarakat informasi yang 
memungkinkan masyarakat membuat penilaian terhadap sesuatu masalah 
                                            
41Ririn Muthia Ruslaesa,2012,Op.Cit. hlm.22 
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yang mereka hadapi. Wartawan tak boleh menyalahgunakan kekuasaan 
untuk motif pribadi atau tujuan yang tak berdasar.42 
Bill Kovach & Tom Rosenstiel merumuskan 9 prinsip-prinsip 
jurnalisme yang kemudian disebut dengan 9 elemen jurnalisme43, 
diantaranya: 
1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran 
2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga masyarakat 
3. Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi 
4. Praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber 
berita. 
5. Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan 
6. Jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupun komentar 
masyarakat 
7. Jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang 
penting,menarik dan relevan.  
8. Jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional  
9. jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka 
  
 
3. Perlindungan Hukum terhadap Wartawan 
 Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 
terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang 
bersifat  preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis 
maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai 
suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat 
                                            
42Ashadi Siregar, 2000, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Prilaku Profesional Jurnalis, 
hlm.52 
43Kovach, Bill, Tom Rosenstiel. 2004. Op.Cit. hlm: 37 
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memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan 
kedamaian.44 
Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 
melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai – nilai atau 
kaidah – kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam 
menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesame 
manusia.45 Adapun Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua 
yaitu :46 
a. Perlindungan hukum preventif. 
 Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 
mencegah terjadinya pelanggaran.Hal ini terdapat dalam peraturan 
perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah suatu 
pelanggaran serta memberikan rambu – rambu atau batasan – 
batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 
 
b. Perlindungan hukum represif. 
 Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa 
sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang 
diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu 
pelanggaran. 
 
Perlindungan hukum terhadap wartawan adalah perlindungan hukum 
terhadap kebebasan pers. Karena pada dasarnya wartawan adalah pilar 
utama kemerdekaan pers. Dalam Pasal 8 UU pers menyatakan bahwa 
“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan 
                                            
44Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, http://etd.eprints.ums.ac.id/5064/ diakses 
pada hari Kamis, 20 Februari 2017, Pukul 16.57 WIB. 
45Muchsin, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, 
(Surakarta : magister ilmu hukum program pasca sarjana Universitas sebelas maret, 
2003), hlm 14. 
46Ibid., hlm. 20. 
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hukum”. Perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dari 
masyarakat dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan 
fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Selain adanya peraturan yang memberikan perlindungan terhadap 
wartawan, terdapat pula standar perlindungan wartawan yang dikeluarkan 
oleh dewan pers melalui peraturan Nomor:5/Peraturan-DP/IV/2008 
tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan menyatakan dalam 
pembukaannya “Dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak 
mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan 
pers”. Selain itu, terdapat pula manfaat Standar Perlindungan Profesi 
Wartawan dibuat antara lain:47  
1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan 
hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam 
melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat 
memperoleh informasi;  
2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh 
perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. 
Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media 
massa;  
3. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak 
kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat 
kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak 
manapun;  
4. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk 
penyensoran;   
5. Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau 
konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan 
                                            
 47Peraturan Dewan Pers No.5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar 
Perlindungan Profesi Wartawan 
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yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan 
dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan 
penugasannya;  
6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan 
yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak 
menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan 
sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum 
sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi 
dibunuh;  
7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers 
diwakili oleh penanggungjawabnya;  
8. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, 
penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang 
telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk 
melindungi sumber informasi;  
9. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa 
wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik 
Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku. 
 
Profesi wartawan harus dilindungi karena sangat terkait dengan 
upaya demokratisasi dan reformasi. Perlindungan terhadap wartawan juga 
harus diberikan tatkala muncul tekanan-tekanan ekonomis dan tekanan 
dari kelompok tertentu  
Melihat pada kondisi sekarang ini, dimana wartawan dikejar dan 
dibayangi oleh kegelisahan dan ketakutan dalam menjalankan tugasnya 
bahkan sering mendapat ancaman serta kekerasan fisik yang dialami oleh 
wartawan, yang dilakukan oleh masyarakat dan warga yang merasa 
dirugikan akibat pemberitaan yang ditulis oleh wartawan tersebut 
sehingga melakukan perhitungan diluar hukum (main hakim) oleh sebab 
itu undang-undang nomor 40 Tahun 1999 ini dibuat yang sesuai dengan 
tuntutan perkembangan jaman. Dalam Pasal 1 ayat (11) dan ayat (12) UU 
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Pers bahwa adanya hak jawab dan hak koreksi yang dapat dijadikan 
langkah bagi masyarakat atau warga yang dirugikan oleh pemberitaan 
dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi yakni hak untuk 
mengoreksi atau membetulkan kekeliruan atas suatu informasi, data, 
fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh 
wartawan. Maka dari itu dalam memberitakan peristiwa dan opini harus 
menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta 
praduga tak bersalah, dan melayani hak jawab dan hak tolak 
sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 5 ayat (1),(2),(3) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 1999. 
Ketidakjelasan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan 
kepada wartawan membuat wartawan sering menjadi sasaran tindak 
kekerasan, baik yang dilakukan oleh sumber berita maupun yang 
dilakukan oleh aparat  penegak hukum yang seharusnya menjadi 
pelindung wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistiknya di 
lapangan. 
Maka dari itu, hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi 
setiap orang tersangkut suatau kasus atau masalah hukum, merupakan 
salah satu dari Hak Asasi Manusia. Hak untuk mendapatkan perlindungan 
hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan atas pelaksanaannya. Berikut 
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beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum di 
Indonesia, yaitu :48 
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
a.  Pasal 27 ayat (1) menyatakan: 
 Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya. 
 
b. Pasal 28 D ayat (1) 
 Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum. 
 
c. Pasal 28 ayat (5) 
 Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai 
dengan prnsip Negara Hukum yang demokratis, maka pelaksanaan 
Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan. 
 
d. Pasal 30 ayat (4) 
 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara  yang 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, 
mengayomi, melayani masyarakat, serta, menegakkan hukum. 
 
e. Pasal 24 ayat (1) 
 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan. 
 
                                            
48Nurul Amalia, 2017, Perlindungan Hukum terhadap Wartawan Dalam Meliput 
Aksi Demonstran (Studi Kasus di Kota Makassar tahun 2012-2015) Skripsi Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.23 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan 
International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) 
Di dalam UU No. 12 tahun 2015, kovenan ini mengukuhkan 
pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sehingga menjadi 
ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan 
penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan 
tersebut terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 
Bab dan 53 Pasal.  
Pembukaan kedua kovenan tersebut mengingatkan Negara-
negara akan kewajibannya,  menurut piagam PBB, untuk memajukan 
dan melindungi HAM,mengingatkan individu akan tanggungjawabnya  
untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penaatan HAM yang diatur 
dalam kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan politik 
serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat 
tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat 
menikmati hak-hak sipil dan poltiknya maupun hak-hak ekonomi, 
sosial, dan budayanya. 
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
  Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang 
HAM disebutkan bahwa : 
 Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 
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Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah 
dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat 
dan martabat manusia. 
 
       Hakikat Hak asasi manusia sendiri adalah merupakan upaya 
menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi 
keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan 
kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, 
dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan 
tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur 
pemerintahan baik sipil maupun militer) dan Negara. HAM berlaku 
secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam Deklarasi 
Kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of 
USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti 
pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat 
(1), dan Pasal 31 ayat 1. 
 
4. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 
 Pasal 8 menyatakan : Dalam melaksanakan profesinya wartawan 
mendapat perlindungan hukum. 
 
Yang dimaksud dengan perlindungan hukum diatas adalah jaminan 
perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan 
dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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C. Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana  
Tindak pidana sering disinonimkan dengan delik, yang berasal dari  
bahasa latin yakni  kata delictum.49 Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI), delik diartikan sebagai “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman 
karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. 
Sedangkan dalam bahasa Belanda Tindak Pidana memakai istilah 
strafbaarfeit yang artinya peristiwa yang dapat dipidana. 
Kata strafbaarfeit terdiri dari tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Yang 
masing-masing memiliki arti : 
- Straf diartikan sebagai pidana dan hukum 
- Baar diartikan sebagai dapat dan boleh 
- Feit diartikan sebagai tindak pidana, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan.50 
Simons merumuskan delik (strafbaarfeit) ialah kelakuan (handeling) 
yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang 
berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu 
bertanggungjawab. Jonkers dan Utrech memandang rumusan Simons 
merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :51 
a. Diancam dengan pidana oleh hukum 
b. Bertentangan dengan hukum 
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah 
                                            
 49Teguh Prasetio, 2011, Hukum pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm.47. 
 50Amir Ilyas, 2012,  Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan PuKAP- 
Indonesia, hlm.19 
 51Jur Andi Hamzah, 2009, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,  
hlm. 48. 
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d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya. 
 
Sedangkan Van Hammel merumuskan strafbaarfeit yakni kelakuan 
orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam  undang-undang, 
yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwardig) dan 
dilakukan dengan kesalahan.52 Sementara itu, Schaffmeister mengatakan 
bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yag termasuk dalam 
ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.53 
Istilah lain yang digunakan yaitu, “delik”. Salah satu pengguna istilah 
“delik” adalah Andi Zainal Abidin. Delik yang berasal dari bahasa Latin 
Delictum Delicta lebih tepat digunakan karena:54 
1. Bersifat Universal, semua orang di dunia ini mengenalnya 
2. Bersifat ekonomis karena singkat 
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti ”peristiwa pidana”, 
“perbuatan pidana”(bukan peristiwa perbuatan yang dipidana, tetapi  
pembuatnya) 
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang 
diwujudkan oleh korporasi orang tidak dikenal menurut hukum 
pidana ekonomi Idonesia. 
 
2. Unsur-Unsur  Tindak Pidana 
Istilah “tindak pidana” menurut Amir Ilyas, adalah setiap perbuatan 
yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:55 
1. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki 
rumusan delik) 
2. Memiliki sifat melawan hukum 
3. Tidak ada alasan pembena 
                                            
52Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta,Jakarta, hlm.61  
53Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada 
Media Group, Jakarta, hlm. 27. 
54 Amir Ilyas, op. cit.,hlm. 24 
 55 Ibid,.hlm 28 
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Selain itu, menurut Lamintang unsur tindak pidana dibedakan atas 
dua yakni, unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah 
unsur –unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan 
si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang 
terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-
unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan dimana tindakan si 
pelaku itu harus dilakukan. 
a. Unsur-unsur Subyektif dari tindak pidana meliputi : 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa) 
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 
ayat (1) KUHP 
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya. 
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 
KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. 
 
b. Unsur-unsur obyektif dari tindak pidana meliputi: 
1. Sifat melawan hukum 
2. Kualitas dari si pelaku, seperti tercantum dalam pasal 415 KUHP 
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. 
 
Sedangkan menurut Moeljatno dalam buku Amir Ilyas juga 
menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:56 
1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan pidana; 
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang; 
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum); 
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan; 
5. Perbuatan itu dapat dipersalahkan. 
                                            
56 Ibid.,hlm 19 
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3. Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada 
pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. 
Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai 
“toereken-baarheid”, “criminal responsibility”, “criminal liability”, 
pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah 
seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau 
tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu57 
Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung atas 
dua hal, yakni (1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan 
hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi 
harus ada unsur obyektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur 
kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga 
perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan  
kepadanya jadi ada unsur subyektif. Terjadinya pertanggungjawaban 
pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang. 
Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup 
apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 
hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut 
memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, 
namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk 
                                            
57 S.R.Sianturi, 1996, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, 
Cet.IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, hlm. 245 
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pemidanaan masih perlu adanya syarat penjatuhan pidana yaitu orang 
yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau dalam artian 
bersalah. Orang tersebut harus mempertanggungjawabkan atas 
perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya, 
perbuatannya baru dapat dipertanggungjawaban kepada orang tersebut.58  
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan 
penindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-
unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut 
terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan 
mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat 
melawan hukum atau rechtsvaardigingsrond atau (alasan pembenar). 
Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya yang 
“mampu bertanggungjawab” yang dapat mempertanggungjawabkan 
pidananya. 
 
D. Tindak Pidana Pers 
1.Pengertian Tindak Pidana Pers 
 Tindak pidana pers adalah sekelompok tindak pidana yang 
dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan berita/informasi ke publik 
dengan menggunakan barang cetakan (tulisan).59 Sebelumnya tindak 
pidana pers sendiri merupakan istilah sosial, bukan suatu kualifakasi 
                                            
58Mahrus Ali, 1988, Dasar- Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I, 
Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH-UNDIP, Semarang,hlm. 85. 
59 Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, op.cit, hlm. 1 
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hukum.60 Dikatakan istilah sosial, karena di dalam KUHP maupun 
peraturan perundang-undangan lainnya tidak mengenal istilah tindak 
pidana pers. 
Istilah tindak pidana pers, juga disebut dengan delik pers. Delik pers 
berdasar pada kata delik dan pers. Delik berasal dari perkataan Belanda 
delict yang artinya tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan kata pers  
mengacu pada pengertian kegiatan komunikasi melalui barang cetakan 
dan elektronik, seperti televisi dan  radio, ataupun media lain melalui 
internet seperti media sosial. Jadi, delik pers adalah semua tindak pidana 
atau pelanggaran yang dilakukan melalui media massa.61 
Mr.D. Hazwinkel Suringa dalam Inleiding tot de studie van het 
strafrech menyatakan bahwa delik pers adalah pernyataan pikiran dan 
perasaan yang dapat dijatuhi pidana yang untuk penyelesaiannya 
membutuhkan publikasi pers.62 Sementara para ahli hukum sendiri 
merumuskan delik pers yakni setiap pengumuman atau penyebarluasan 
pikiran melalui penerbitan pers. 
Delik pers terbagi atas dua jenis yakni, delik aduan dan delik biasa. 
Delik aduan merupakan kasus pers yang muncul akibat adanya aduan 
dari suatu pihak kepada pihak kepolisian terkait suatu pemberitaan pers. 
Selama tidak ada aduan maka pers tidak bisa digugat, dituntut, ataupun 
diadili. Sedangkan delik biasa merupakan kasus pers yang muncul 
                                            
60 Ibid 
61 Irman Syahriar,op.cit., hlm. 132. 
62 http://mindsmine.wordpress.com/2008/07/13/delikpers, diakses pada tanggal 31 
Mei 2017, pukul14.23 WITA 
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dengan sendirinya tanpa didahului pengaduan dari pihak yang merasa 
dirugikan. Kemunculan delik biasa lazimnya berkaitan dengan lembaga 
kepresidenan. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pers 
Berdasarkan pengertian tindak pidana pers di atas, maka dapat 
dirumuskan unsur-unsur tindak pidana pers (delik pers) sebagai berikut : 
- Adanya unsur perbuatan mempublikasikan atau menyiarkan atau 
menyatakan pikiran atau perasaaan 
- Unsur objeknya yang dipublikasikan berupa tulisan 
- Sifat melawan hukumnya perbuatan tindak pidana pers 
- Kesengajaan dalam tindak pidana pers 
 
1. Perbuatan mempublikasikan 
Syarat penyelesaian dari tindak pidana pers terletak pada publikasi 
berita. Mempublikasikan adalah perbuatan menyampaikan, menyiarkan 
atau menyebarkan berita pada publik atau umum. Tindak pidana pers 
baru dikatakan selesai sebagai tindak pidana, jika karya yang dihasilkan 
telah tersebar dan diketahui umum. 
Vos menyatakan bahwa “Delik itu harus telah sesuai dengan 
publikasikannya” (in delict moet reeds voltooid zijn door de publicate), 
sedangkan H. Suringa menyatakan bahwa “untuk penyelesaiannya suatu 
publikasi yang terjadi oleh pernyataan pikiran dan perasaan”. (die voor 
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hun voltooing publicate vereisen en bestaan in strafbare uitingen van 
gedachten of gevoelens).63 
2. Objek yang Dipublikasikan 
Objek yang dipublikasikan berbentuk tulisan berupa berita atau 
informasi tentang pernyataan buah pikiran dan perasaan yang 
substansinya mengandung sifat melawan hukum. Objek yang dimaksud 
adalah karya jurnalistik yang dihasilkan. 
Sifat melawan hukum perbuatan mempublikasikan adalah melekat 
atau terdapat pada isi karya junalistik yang menyerang suatu kepentingan 
hukum yang dilindungi, hingga akhirnya karya jurnalistik itu dapat 
diketahui oleh umum. 
3. Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan Tindak Pidana Pers 
Sifat melawan hukumnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 
apabila isi berita menyerang kepentingan hukum yang dilindungi, yaitu 
memenuhi delik pers yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. 
Tindak pidana selesai dengan dipublikasikannya berita atau karya 
jurnalistik. 
4. Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pers 
Kesengajaan dalam tindak pidana pers ini apabila penulis 
menghendaki terpublikasinya karya jurnalistik yang bersifat melawan 
hukum. 
                                            
63Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, op.cit., hlm. 108 
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Hazewinkel Suringa mengatakan, Ia menghendaki dapatnya dikenal 
umum.64 Kesengajaan dibutuhkan baik dalam perbuatannya membuat 
karya jurnalistik maupun dalam melakukan usaha agar karya itu tersebar 
dapat diketahui secara umum melalui media manapun. 
 
3. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pers 
Di dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers memuat 1 pasal 
tentang ketentuan pidana, yakni Pasal 18, yang terdiri dari 3 ayat yang 
mengatur tentang tindak pidana. Adapun penjelasan setiap ayat sebagai 
berikut : 
a. Kekerasan dan sanksi pidana terhadap Pelaku Kekerasan 
Wartawan 
Kekerasan (geweld) itu adalah perbuatan dengan menggunakan 
kekuatan fisik yang besar, yang ditunjukkan pada orang yang 
mengakibatkan orang itu (fisiknya) tidak berdaya. Dalam hal ini bentuk 
pembuat penyuruh sendiri yang ditujukan pada fisik orang lain (manus 
manistra), sehingga orang menerima kekerasan fisik ini tidak mampu 
berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh 
pembuat penyuruh.65 
Pengertian luas, kekerasan kolektif dilakukan oleh segerombolan 
orang (mob) dan kumpulan orang banyak (crowd) dan dalam pengertian 
sempitnya dilakukan oleh kelompok. Bentuk kekerasan yang bersifat 
kolektif maupun individual, oleh Thomas Santoso dimisalkan seperti 
                                            
64 Ibid 
65Thomas, Santosa, 2002, Teori-Teori Kekerasan. Ghalia Indonesia, Surabaya, 
hlm 9 
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serangan dengan memukul (assault and battery), pembunuhan 
(homicide), dan pemerkosaan (rape), dan akhirnya tindak kekerasan 
individu, seperti bunuh diri (suiside). Namun kekerasan individu 
menimbulkan permasalahan riset yang agak serius, terutama dalam 
mengidentifikasi mereka yang melakukannya, karena aktifitas mereka 
sering kali tidak diketahui kecuali si korban.66 
Selain ketidakpahaman pelaku kekerasan terhadap profesi jurnalis, 
jurnalis dan pemilik media pun berperan terhadap kekerasan yang terjadi. 
Faktor pertama pelaku kekerasan tidak memahami jurnalis merupakan 
profesi yang dilindungi dan bekerja menjalankan Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam arti, jurnalis bekerja mewakili publik 
dalam hal pencarian informasi dan menyiarkannya kepada masyarakat.Di 
sini ada kekurangpahaman pelaku. Di sisi lain memang, entah itu pejabat 
atau pelaku sengaja mengabaikan keberadaan undang-undang.67 
Kekerasan terhadap wartawan merupakan pelanggaran terhadap 
hak asasi manusia. Dikatakan demikian, sebab kekerasan terhadap 
wartawan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers 
dalam menyampaian informasi secara universal telah diakui dalam 
Declaration of Human Rights, tepatnya diatur dalam Pasal 19 yang 
menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan dan mempunyai 
pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, 
                                            
66Ibid. 
67http://kalbar‐online.com/news/metropolitan/banyak‐faktor‐penyebab‐kekerasan‐
terhadap‐jurnalis (diakses tanggal 21 Februari 2017) 
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menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara 
apapun dengan tidak memandang batas-batas”.68 
Tindakan premanisme yang berupa penganiayaan maupun tindak 
kekerasan lainnya terhadap media masa apapun alasannya tidak dapat 
dibenarkan. Sebab dalam menjalankan tugasnya seorang wartawan 
mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya secara 
tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 
Ketentuan mengenai adanya perlindungan terhadap wartawan, secara 
jelas tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, 
yang selengkapnya berbunyi “Dalam melaksanakan profesinya wartawan 
mendapat perlindungan hukum”. Yang dimaksud adalah jaminan 
perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan atau masyarakat 
kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan 
perannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 18 ayat (1) dari Undang-undang Pers 40 Tahun 1999 
menyatakan:  “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja 
melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi 
pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 
500.000.000 (lima ratus juta rupiah).” 
Pasal 4 ayat (2) berbunyi: Terhadap pers nasional tidak dikenakan 
penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. 
                                            
68http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/58492/2/Chapter%20III-V.pdf 
diakses pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 02.00 Wita 
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Pasal 4 ayat (3) berbunyi: Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers 
nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan 
gagasandan informasi. 
 
b. Pelanggaran terhadap Prinsip Jurnalistik 
Ketika persoalan terjadi akibat karya jurnalistik yang dihasilkan oleh 
pers, masyarakat berhak menuntut pers untuk mempertanggungjawab-
kannya. Persoalan jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik, 
berupa hak jawab dan hak koreksi sesuai dengan UU No. 40 Tahun 
1999.69 Karena itu, UU pers membatasi kebebasan pers dengan beberapa 
kewajiban hukum, antara lain : 
1. Memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-
norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga 
tak bersalah (Pasal 5 ayat 1) 
2. Wartawan memiliki dan menaati kode etik (Pasal 7 ayat 2) 
 
Jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1), dan pemberitaan 
dinilai merugikan pihak-pihak tertentu, maka UU No. 40 Tahun 1999 
tentang Pers mengatur mekanisme penyelesaiannya sebagai berikut: 
1. Perusahaan pers wajib melayani Hak Jawab (Pasal 5 ayat 
2), yaitu hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan 
tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang 
merugikan nama baiknya (Pasal 1 ayat 11); 
2. Perusahaan pers melayani hak koreksi (Pasal 5 ayat 3), yaitu hak 
setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan 
informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun 
                                            
69Temu Sitrisno dimuat pada tanggal 24 November 2015 atau dapat dilihat di 
http://mastemu.blogspot.co.id/2015/11/penyelesaian-tindak-pidana-pers- menurut.html    
diakses  pada tanggal 6 Maret 2016 Pukul 02.30 Wita 
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tentang orang lain (Pasal 1 ayat 12). Dalam praktiknya, beberapa 
media juga menggunakan lembaga mediator sendiri untuk persoalan 
yang diakibatkan karya jurnalistik, yakni ombusdman. Ombusdman 
yang akan membantu penyelesaian persoalan akibat pemberitaan 
dengan muaranya adalah dikeluarkan hak jawab dan hak koreksi 
oleh media yang dituduh bersalah. 
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, 
akurat dan benar (Pasal 6 ayat c); 
 
Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak diatur secara 
detail tentang tindak pidana. Disebut dalam Pasal 18 ayat  (2): 
 “Perusahaan Pers yang melanggar pasal 5 ayat (1) dan (2), serta 
Pasal 13, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).” 
 
Secara tegas UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur 
penyelesaian pidana pers melalui Hak Jawab dan Hak Koreksi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3). Jika Perusahaan Pers 
tidak menjalankan mekanisme penyelesaian sebagaimana dimaksud 
Pasal 5 ayat (2) dan (3), maka pihak yang merasa dirugikan dapat 
menempuh ketentuan Pasal 18 ayat (2), memidanakan Perusahaan Pers 
dengan tuntutan pidana denda sebesar-besarnya lima ratus juta rupiah. 
Ketentuan ini merupakan ancaman bagi setiap perusahaan pers 
memberitakan: 
1. Peristiwa dan opini yang tidak menghormati norma-norma agama 
dan rasa kesusilaan masyarakat. 
2. Asas pradauga tak bersalah; 
 
Kemudian perusahaan pers juga diancam pidana denda karena 
sikapnya antara lain : 
1. Yang tidak melayani hak jawab, dan 
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2. Yang memuat iklan yang terlarang, misalnya iklan yang 
merendahkan martabat seseorang. 
 
Menjadi fokus ancaman pidana di sini adalah perusahaan pers, 
bukan wartawan yang membuat berita di sebuah media massa. Karena 
fokusnya adalah perusahaan, maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah 
pidana denda. 
 
3. Pidana terhadap Wartawan dan Perusahaan Pers 
Mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan 
yang merugikan pihak lain, di dalam buku Hinca IP Panjaitan dan Amir 
Effendi Siregar yang berjudul  “Menegakkan Kemerdekaan Pers: “1001” 
Alasan,Undang-Undang Pers Lex Specialis, Menyelesaikan 
Permasalahan Akibat Pemberitaan Pers” menjelaskan bahwa secara 
teknis hukum, perusahaan pers harus menunjuk penanggung jawabnya, 
yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu, penanggung jawab bidang usaha 
dan penanggung jawab bidang redaksi. Mekanisme pertanggungjawaban 
yang dilakukan oleh wartawan diambil alih oleh perusahaan pers yang 
diwakili oleh penanggung jawab itu70. 
Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 UU Pers  yang mengatakan 
bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat 
dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang 
bersangkutan. Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah 
                                            
70http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509886c80973d/mekanismepenyelesai
an-atas-pemberitaan-pers-yang-merugikan diakses pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 
11.00 WITA 
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penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan 
bidang redaksi. 
Selain itu, dalam teknis penulisan berita di media massa, ada 
perusahaan pers yang mencantumkan langsung nama wartawan yang 
menulis berita (by line) dan ada pula yang sekedar membuatkan inisial 
atau kode si penulis berita.  Dua teknis penulisan ini melahirkan dua 
konsekuensi hukum yang berbeda pula. Pola yang pertama, by line, 
tanggung jawab hukum isi berita terletak pada si penulis berita dan 
perusahaan pers, yang dalam hal ini diwakili oleh pimpinan redaksi. 
Sedangkan pola yang kedua, secara total tanggung jawab isi dari berita 
tersebut berada di pundak perusahaan yang bersangkutan. .  
         Konsekuensi hukum selanjutnya adalah, berita yang ditulis dengan 
gaya by line tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban sempurna di 
bawah UU No. 40 Tahun 1999, karena UU ini tidak mengandung 
pertanggungjawaban personal  sebagaimana yang berlaku di pidana 
umum. Yakni, tangan mencincang bahu memikul; siapa yang berbuat dia 
yang bertanggungjawab.71 
Berdasarkan hal tersebut, Pasal 18 ayat (3) UU pers menjelaskan : 
“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 
12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- 
(Seratus Juta Rupiah)”. 
                                            
71ChyChy blog's_ Tinjauan Yuridis UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers. html 
yang dimuat pada tanggal 10 Mei 2011, diakses pada tanggal 6 Maret   2017  pukul 
18.25 WITA. 
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E. Pers Mahasiswa 
1. Pengertian Pers Mahasiswa (Persma) 
Pers mahasiswa (persma) dalam pengertian sederhana adalah pers 
yang dikelola oleh  mahasiswa. Pers mahasiswa dan pers pada umumnya 
dalam fungsi dan persyaratan yang harus dipenuhinya, pada dasarnya 
tidaklah berbeda. Perbedaan yang lahir adalah karena sifat 
kemahasiswaannya yang tercermin dalam bidang redaksional dan 
keperusahaannya. Sifat kemahasiswaan ini lahir karena ia merupakan 
sekelompok masyarakat pemuda yang mendapat pendidikan tinggi 
didalam perguruan tinggi.72 
Menurut Luqman, pers mahasiswa adalah entitas-sintesis dari dua 
subjek yang sama-sama potensial dan berat; yang satu “pers” dan yang 
satunya “mahasiswa”. Sebagai pers, ia dituntut mampu menjalankan 
fungsi-fungsi persnya secara konsekuen dan independen. Sedangkan 
sebagai mahasiswa, ia dituntut menjadi pelopor perubahan dan pemecah 
kebekuan. Maka, ketika kedua entitas itu digabungkan, dapat 
dibayangkan betapa besar, agung, dan beratnya nama yang 
disandangnya. Sedangkan Abrar mengatakan bahwa eksistensi pers 
mahasiswa adalah untuk merefleksikan realitas yang ada di lingkungan 
mahasiswa. Informasinya bisa menyangkut kepentingan mahasiswa, hal-
hal lain yang menarik hasrat keingintahuan mahasiswa. Jadi perhatian 
                                            
72Mursito, BM. 2006. Memahami Institusi Media Sebuah Pengantar. Surakarta: 
Lindu Pustaka.Hal: 2 
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pers mahasiswa tidak hanya berpusat pada masalah-masalah di kampus 
sebagaimana yang dikehendaki pemerintah, tapi juga menembus dinding-
dinding kampus.73 
Dalam lokakarya pola pendidikan dan pengembangan pers 
mahasiswa yang diselenggarakan di Malang pada awal tahun 1977 
memberi batasan, pers mahasiswa adalah pers yang dikelolah oleh 
mahasiswa dan mengembangkan idealisme kemahasiswaan. Sedangkan  
yang dimaksud dengan pers kampus adalah pers yang diterbitkan di 
universitas atau perguruan tinggi, yang dikelola oleh civitas akademika.74 
Di era awal konsolidasi Orde Baru, seperti dicatat Francois Raillon 
(1984), pers mahasiswa memiliki peran penting dalam mendukung ide-ide 
modernisasi yang dibawa oleh rezim baru. Pengakuan akan potensi pers 
mahasiswa ini pun semakin terlihat jelas selama era Orde Baru, bahkan 
menjelang runtuhnya rezim tersebut. Untuk melihat potensi kekuatan pers 
mahasiswa menjelang runtuhnya Orde Baru, Pemerintah mengeluarkan 
serangkaian kebijakan. Dengan berbagai cara, rezim berusaha mereduksi 
arti kehadiran pers mahasiswa dengan cara membatasi istilah-istilah yang 
boleh dan tidak boleh digunakan. Definisi pers mahasiswa sendiri bahkan 
ditentukan. Seperti dinyatakan Dirjen PPG, Sukarno dalam Didik 
Supriyanto (1998:81), definisi dibedakan menjadi:  
                                            
73Didik Supriyanto. Reorientasi Persma. Dalam Skripsi Abdul Rohman. Opcit. hlm: 
29 
74Arifin junaedi, 1994, “mahasiswa dan pers” dalam umar natuna (penyunting), 
menebar amanat  menuai prestasi; antara citan dan fakta, SKM Amanat dan walisongo 
pers, semarang, hlm.53 
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1. Penerbitan Kampus adalah semua bentuk penerbitan yang 
diselenggarakan oleh kampus dan untuk kepentingan kampus. 
2. Pers-kampus mahasiswa adalah semua bentuk penerbitan berkala 
yang diselenggarakan oleh mahasiswa dalam di dalam kampus dan 
untuk kepentingan kampus.  
3. Pers mahasiswa adalah semua bentuk penerbitan yang dikelola 
mahasiswa di luar kaitan kampus.75 
 
Zulkarimein Nasution seorang Pengajar Program Sarjana Ilmu 
Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ia 
menuturkan  aktualisasi dan peran pers mahasiswa dalam era kebebasan 
pers ada 4 (empat)76: 
1. Pers mahasiswa merupakan media ekspresi tempat mengemukakan 
pikiran dan pendapat di kalangan komunitas mahasiswa sebagai 
bagian dari komunitas akademis.  
2. Pers mahasiswa merupakan lahan penyemaian (breeding ground) 
bagi tumbuhkembangnya pelaku pers profesional.  
3. Pers mahasiswa (pernah) menjadi “kawasan penyangga” (buffer 
zone) kebebasan pers di suatu masyarakat. 
4. Pers mahasiswa diharapkan oleh masyarakat luas mencerminkan 
keunikan dalam isi pesan yang tidak dapat diakses dimana-mana di 
tempat lain, tapi hanya ada di pers mahasiswa, karena domisilinya 
yang khas di lingkungan universitas. 
 
2. Sejarah  Pers Mahasiswa 
Perkembangannya dimulai pada masa Kolonial Hindia Belanda 
(1908-1941). Pada masa itu berkumpul mahasiswa-mahasiswa dari 
golongan pribumi yang dikirim berkuliah ke Belanda yang memiliki 
kesadaran perjuangan dan jiwa nasionalisme untuk mengusir kolonialisme 
                                            
75Arismunandar, Satrio. 2004. Bergerak! Peran Pers Mahasiswa dalam  Pengumbangan Rezim 
Soeharto.Jakarta: Genta Press 
76Fauzan Arrasyid , dimuat pada tanggal 3 November 2010 bisa dilihat di 
Http://Lembaga Pers Mahasiswa_ PERS MAHASISWA, MASIH PERLUKAH _.html)di 
akses pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 7.50 Wita 
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di Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa tersebut mendirikan organisasi 
sosial Indische Vereniging  pada tahun 1908 dimana organisasi ini 
kemudian berkembang menjadi Perhimpoenan Indonesia (PI).77 
Tuntutannya dimuat di majalah Hindia Poetra, bergerak dinamis 
mulai dari kritiknya terhadap Volksraad (parlemen yang dibuat Hindia 
Belanda) agar sepenuhnya diubah menjadi parlemen rakyat secara penuh 
(bukan hanya penasehat birokrat), kritik terhadap sewa tanah industri gula 
di Hindia Belanda yang menindas kaum tani, sampai berubahnya Hindia 
Poetra menjadi  Indonesia Merdeka  yang membedah secara detil 
pertanyaan-pertanyaan kemerdekaan. 
Selain di Belanda, di tanah air juga mulai bermunculan organisasi-
organisasi pemuda-pelajar-mahasiswa yang berbentuk kelompok studi. 
Dari kelompok studi ini ada dua kelompok yang terkemuka. Meskipun 
secara redaksional kedua organisasi tersebut hanya memakai 
nama Club atau kelompok, namun mereka memiliki program perjuangan 
yang nyata dan progresif. Kemunculan dua kelompok studi ini berhasil 
mendorong perkembangan pergerakan pemuda. 
Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), lahir larangan bagi 
semua kegiatan politik serta dilakukannya pembubarkan semua organisasi 
pelajar dan mahasiswa serta partai politik yang ada. Perguruan tinggi juga 
banyak yang ditutup. Tidak ada organisasi maupun yayasan pendidikan 
yang boleh berdiri kecuali organisasi bentukan rezim fasis Jepang. 
                                            
 77http://lpmgemakeadilan.fh.undip.ac.id/2017/02/09/sejarah-singkat-pers-
mahasiswa/ diakses pada tanggal 27 Maret 2017 Pukul 09.00 Wita 
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Sebagian mahasiswa di tanah air kemudian tetap bergerilya di bawah 
tanah bergabung dengan  front  anti fasis yang juga menyebarkan 
selebaran-selebaran gelap dan sebagian berkegiatan dengan membentuk 
kelompok-kelompok diskusi. 
Di era revolusi dari Tahun 1945-1948, mahasiswa dan pemuda 
terlibat secara fisik dalam usaha mempertahankan Republik 
Indonesia.Mahasiswa selain bergabung dalam organisasi pemuda 
perjuangan yang membela Republik Indonesia seperti Angkatan Pemuda 
Indonesia (API) mahasiswa juga menyatukan diri ke dalam milisi-milisi 
rakyat dan siap berperang serta mempropagandakan kemerdekaan 
Indonesia sekaligus. Meskipun keberadaan Perguruan tinggi di Indonesia 
telah muncul pada Tahun 1946, namun pertumbuhannya tidak beriringan 
dengan pertumbuhan pers mahasiswa secara khusus. 
Pada periode Rezim Demokrasi Liberal (dekade 1950-an) dimana 
kemerdekaan Indonesia diterima secara luas oleh pihak internasional dan 
pemerintahan Indonesia cukup stabil kedaulatannya, maka baruberdirilah 
(ataudinasionalisasi) perguruantinggi-perguruan tinggi milik RI yang akan 
mendorong tumbuhnya kembali organisasi-organisasi mahasiswa, 
termasuk Persma. Sehingga pada kelanjutannya tidak hanya berdiri 
berbagai organisasi Persma namun juga muncullah berbagai macam 
konsolidasi antar berbagai organisasi Persma yang berdomisili dibawah 
kampus ataupun fakultas tersebut. 
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Agus Gussan Nusantoro, seorang mantan aktivis Perhimpunan Pers 
Mahasiswa Indonesia (PPMI) sempat mencatat perkembangan tersebut 
dalam tulisannya yang berjudul Sejarah Pers Mahasiswa Indonesia. 
Demokrasi liberal tersebut menandai kemunculan suatu organisasi yang 
menghimpunan pers dan jurnalis mahasiswa.Tepatnya pada konferensi I 
bagi Pers Mahasiswa Indonesia, diprakarsailah organisasi-organisasi 
tersebut. Sehingga didirikanlah Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia 
(IWMI) dengan diketuai T. Yacob dan Serikat Pers Mahasiswa Indonesia 
(SPMI) dengan diketuai Nugroho Notosusanto. 
Menurut Agus, selanjutnya pada 16-19 Juli Tahun 1958 dilaksanakan 
Konferensi Pers Mahasiswa II yang menghasilkan peleburan IWMI dan 
SPMI menjadi IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia). Hal ini 
disebabkan bahwa peserta konferensi memandang bahwa perbedaan 
antara kegiatan perusahaan pers mahasiswa dan kegiatan kewartawanan 
sulit dibedakan dan dipisahkan sehingga lebih baik disatukan. 
Pers Mahasiswa di Rezim Demokrasi Terpimpin (1962-1965). Dalam 
sistem politik terpimpin ini, pemerintah melakukan kontrol ketat terhadap 
kehidupan Pers. Bagi media Pers yang tidak mencantumkam MANIPOL 
USDEK dalam dasar organisasinya akan mengalami pemberangusan. 
IPMI sebagai lembaga yang independen mengalami krisis eksistensi 
karena dalam tubuh IPMI sendiri terdapat kalangan yang menginginkan 
tetap independen, menyuarakan aspirasi rakyat dan ada yang mengarah 
ke pola partisan (memihak parpol/kelompok tertentu). Tarik menarik 
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pendapat untuk penentuan sikap IPMI ini sedikit banyak menyerupai 
polemik yang terjadi di organisasi mahasiswa lain yang berlangsung sejak 
lama. 
Pertentangan ini kemudian berpuncak dan mengguncang rezim 
Demokrasi Terpimpin dengan meletusnya peristiwa G30S. Semua surat 
kabar dilarang terbit kecuali Berita Yudha milik Angkatan Darat. Peristiwa 
G30S dan propaganda Angkatan Darat di bawah Klik Soeharto kemudian 
berhasil menyeret IPMI sebagai Lembaga Pers Mahasiswa Indonesia 
untuk terlibat kampanye secara penuh dalam usaha pelenyapan 
Demokrasi Terpimpin dan akhirnya melahirkan Aliansi Segitiga (Aktivis 
Mahasiswa (termasuk aktivis Pers Mahasiswa), Militer, danTeknokrat). 
Langkah politik menempatkan IPMI di bawah KAMI sebagai biro 
penerangan.Sebagai imbalan atas tindakan ini, IPMI, dan anggotanya, 
diakui Departemen Penerangan RI sejajar dengan organisasi pers lainnya. 
Pers Mahasiswa di Rezim Orde Baru (1966-1998). Kesalahan politik 
dari organisasi-organisasi mahasiswa pada masa sebelumnya mulai 
menampakkan akibatnya, ditunjukkan saat menghadapi beberapa 
momentum pergerakan mahasiswa, yaitu gerakan Golongan Putih 
(Golput) tahun 1971 untuk menentang kecurangan Golkar, gerakan protes 
tahun 1972 terhadap pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) 
yang menggusur pemukiman rakyat miskin, gerakan menolak kenaikan 
harga beras pada Tahun 1973, dan memuncak pada Tahun 1974 dimana 
melutus peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) dimana demonstrasi 
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memprotes kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka, berujung pada 
kerusuhan massal dan penangkapan mahasiswa. Media massa baik 
umum maupun  Persma  juga terkena dampak negatif dari peristiwa Malari 
ini, yaitu terjadinya pembredelan. Pembredelan itu dilakukan dengan 
pencabutan Surat Ijin Terbit dengan dalih karena media yang 
bersangkutan terus melakukan provokasi-provokasi yang mengganggu 
ketertiban dan keamanan. 
Sejak saat itu rezim fasis Orde Baru mulai menjalankan kekangan 
berorganisasi terhadap Persma yang secara garis besar dilakukan dalam 
tiga macam tindakan.Pertama, rezim membentuk organisasi tandingan 
yaitu Badan Kerjasama Pers Mahasiswa Indonesia (BKPMI).Kedua, 
organisasi-organisasi mahasiswa bertingkat nasional kemudian juga 
dipaksa disubordinatkan ke bawah Komite Nasional Pemuda Indonesia 
(KNPI), termasuk juga IPMI. Ketiga, setiap produk Persma harus memiliki 
izin terbit untuk diakui legalitasnya. 
Momentum pergerakan memasuki tahapan baru pada sekitar awal 
Tahun 1978 dimana Dewan Mahasiswa ITB menerbitkan Buku Putih 
Perjuangan Mahasiswa 1978 yang dinyatakan sebagai “kritik Indonesia 
sistematis pertama terhadap kebijakan Rezim Orde Baru”. Hal tersebut 
menimbulkan berbagai pergerakan yang menuntut secara tegas 
penggantian Soeharto, orientasi ulang sistem ekonomi dan politik, dan 
penegakan Negara hukum.Rezim Orba merepresi dengan kekuatan 
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militer. Gerakan mahasiswa yang berfokus di kampus masing-masing itu 
kemudian habis ditumpas. 
Kekosongan gerakan mahasiswa kemudian diisi dengan marak 
berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada dekade 1980-an 
yang sama juga kembali muncul kelompok-kelompok studi. Kondisi 
kontraproduktif di dekade 1980-an itu sempat dipecahkan dengan aksi 
massa yang dilancarkan oleh mahasiswa-mahasiswa Ujung Pandang. 
Tindakan turun ke jalan pada Tahun 1987 itu dilakukan dalam rangka 
memprotes rezim Orba terkait peraturan lalu lintas, judi, dan keterpurukan 
ekonomi. Namun disisi lain berhasil mengobarkan kembali perjuangan 
mahasiswa termasuk mendorong perjuangan pers mahasiswa yang 
ditandai dengan semakin banyaknya penerbitan ilegal, penyebaran 
terbitan persma secara meluas dengan diam-diam, bahkan pendiskusian 
media-media mahasiswa tersebut dalam kelompok-kelompok diskusi 
rahasia dari kalangan mahasiswa. 
Secara legal, aktivitas-aktivitas penerbitan dan beberapa forum 
pelatihan dan pendidikan jurnalistik di tahun mulai marak diadakan hingga 
tahun 1989 oleh beberapa perguruan tinggi dalam rangka menghidupkan 
kembali dinamika intelektual kampus. Gelombang aspirasi dan akumulasi 
persoalan yang digagas oleh para aktivis pers mahasiswa mulai muncul 
dan mewarnai berbagai forum pertemuan aktivis pers mahasiswa 
sehingga berpuncak pada didirikannya Perhimpunan Pers Mahasiswa 
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Indonesia (PPMI) pada 15 Oktober 1992. Pasca pendirian PPMI, 
pembredelan terhadap Persma kian sering dilancarkan. 
Pasca Peristiwa 27 Juli, gerakan mengalami kekosongan sesaat. 
Beberapa aktivis pers di UGM berusaha memecah kebekuan dan 
menghidupkan kembali perlawanan. Muncul momentum saat 
penggrebekan terhadap majalah Suara Independen, media alternatif 
bawah tanah dari jurnalis-jurnalis yang tergabung di AJI. Mahasiswa yang 
tergabung dalam lembaga pers Majalah Administrator, Majalah Pijar 
(Filsafat UGM), dan Dian Budaya (sastra UGM) membentuk Komite Anti 
Penindasan Pers. Komite ini mengadakan aksi pada 7 November 1996 
sebagai protes atas penggrebekan aparat ke majalah Suara Independen. 
Ketika aksi baru dibuka, puluhan intel langsung menyerbu, memukuli, 
membubarkan, dan memburu peserta aksi 
Aksi-aksi solidaritas kemudian muncul dan selalu diiringi dengan 
pemburuan dan penangkapan mahasiswa.Gerakan-gerakan mahasiswa 
kemudian semakin meningkat dan berpuncak pada Tahun 1998 dengan 
mengecam praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) serta menuntut 
dilaksanakannya reformasi terhadap Orde Baru. Gerakan mahasiswa 
waktu itu dikenal dengan tiga tuntutannya, yaitu bubarkan Golkar, adili 
Soeharto, dan sita harta koruptor. Pergerakan ini menemui represi yang 
luar biasa besar, baik berupa penangkapan, penculikan, penembakan, 
dan kerusuhan, yang terwujud mulai dari Peristiwa Cimanggis, Peristiwa 
Gejayan, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II , maupun Tragedi 
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Lampung. Selanjutnya pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan 
pengunduran dirinya yang menandai berakhirnya kekuasaannya sebagai 
pimpinan tertinggi dari rezim fasis Orde Baru selama 32 tahun lamanya. 
Pers Mahasiswa dilihat dari perkembangannya sejak masa kolonial 
hingga sekarang mengalami banyak tantangan, baik pada saat Indonesia 
berada dibawah kekuasaan bangsa asing maupun pada saat Indonesia 
telah merdeka. Ada kalanya pers mahasiswa mengalami krisis eksistensi, 
mengalami tekanan yang  membuatnya tidak dapat bertindak 
sebagaimana mestinya. Ada kalanya pula pers mahasiswa mengalami 
masa keemasannya, yaitu pada era Demokrasi Liberal sekitar Tahun 
1950-an. Dalam era ini opini Pers Mahasiswa dalam hal kematangannya 
tidak kalah dengan Pers Umum, dan pada era ini Pers Mahasiswa 
Indonesia ikut serta dalam Konferensi Pers Mahasiswa Asia yang diikuti 
oleh berbagai negara di Asia dan negara Australia serta New Zealand. 
 
3. Kedudukan Persma dalam UU Pers 
Subtansinya, peran pers mahasiswa adalah sebuah alat perjuangan 
kontrol sosial yang berlandaskan pada kebenaran. Pers mahasiswa 
merupakan pers yang masih memperjuangkan rakyat yang termarjinalkan 
dan menjadi media advokasi atau jurnalisme advokasi. Dibanding pers 
mainstream pers mahasiswa lebih mempunyai taring dan sering dapat 
menjaga independensinya karena belum terpengaruh oleh modal. Dengan 
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begitu pers mahasiswa masih harus tetap ada dan diakui eksistensi atau 
keberadaannya. 
Tanpa menguak terlalu jauh kait-mengait posisi Pers Mahasiswa 
terhadap iklim kebebasan pers yang sedang berkembang sekarang ini. 
Namun, sejatinya eksistensi pers mahasiswa tidak secara eksplisit 
disebutkan di dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dan bahkan 
boleh dibilang UU Pers tidak memayungi pers mahasiswa, karena sifatnya 
yang bukan berbentuk badan hukum perusahaan pers. Namun secara 
fungsional, pers mahasiswa menjalankan aktivitas jurnalistik sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers:  
”Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang 
melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik 
dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data dan 
grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media 
cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.” 
 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tidak  memberi legitimasi 
bagi pers mahasiswa. Pasal-pasal di dalamnya tidak mengatur secara 
khusus dan memberi perlindungan kepada para pegiat pers 
mahasiswa.Semua pasal berlaku umum tanpa terkecuali. Padahal 
keadaan sosial dan kondisi dalam pers mainstream dan pers mahasiswa 
berbeda. 
Mengenai perusahaan pers, dalam Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 1999, perusahaan pers harus mempunyai badan hukum dan harus 
mempunyai modal minimal lima juta rupiah. Hal itu tidak membuka ruang 
bagi pers mahasiswa untuk membuat badan hukum, karena tidak 
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mempunyai kemampuan modal seperti di atas. Padahal pembentukan 
badan hukum tersebut sangat penting, sebagai bentuk legal formal 
lembaga. Oleh karenanya Lembaga Pers Mahasiswa harus berbadan 
hukum. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
  
A. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian ini adalah penelitian sosiolegal research. Penelitian 
mengenai Analisis Yuridis Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 1999 tentang Pers ( Studi Kasus Jurnalis Lembaga Pers 
Mahasiswa Washila UIN Alauddin Tahun 2016) ini tetap bertumpu pada 
premis normative, dimana objek kajian mengacu pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian dianalisa dengan 
kenyataan yang terjadi di lapangan. 
 
B.  Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di  Lembaga Pers Mahasiswa LIMA 
Washilah Universitas Islam Negeri (UIN)  Makassar, Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI) Makassar, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Perhimpunan 
Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional dan Dewan Kota Makassar, 
Redaktur Hukum Fajar. Penulis memilih lokasi tersebut karena relevan 
dengan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini. 
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C. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 
(dua) yakni :78 
1. Data primer, yaitu data yang bersumber dari pihak-pihak terkait yang 
terlibat dalam kasus atau masalah yang menjadi objek penelitian dan 
hasil yang di peroleh dari hasil wawancara. Dengan kata lain data 
yang diperoleh dari penelitian lapangan. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam 
sumber tertulis seperti buku, jurnal-jurnal ilmiah, kamus, literatur 
perundang-undangan, internet, majalah, dan lain-lain yang ada 
relevansinya dengan penelitian ini. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 
(tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi pustaka (library research), 
pengamatan (observation), dan wawncara (interview) : 
1. Studi dokumen (library research), merupakan langkah awal dari 
setiap penelitian hukum (baik normative maupun yang sosiologis 
atau kriminologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari 
premis normative. Studi dokumen bagi penelitian hukum dilakukan 
dengan mengkaji setiap dokumen hukum, mulai dari peraturan 
perundang-undangan, yurisprudensi, buku, dan karya tulis ilmiah. 
                                            
78 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum,Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm.202 
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2. Pengamatan (Observation), sebagai salah satu metode yang 
dilakukan peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Melalui pengamatan, 
diharapkan dapat melengkapi temuan di lapangan secara 
komprehensif. 
3. Wawancara (Interview), dilakukan terhadap informan dan pihak-
pihak yang memiliki kompetensi terkait objek penelitian. Peneliti akan 
menggunakan teknik wawancara berencana (standardized 
interview), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar 
pertanyaan yang disusun sebelumnya. Secara praktis, maka 
wawancara yang peneliti lakukan digolongkan sebagai wawancara 
terbuka (open interview), yaitu pertanyaan yang diajukan sudah 
sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas 
pada jawaban “ya” atau “tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-
penjelasan mengapa ia menjawab “ya” atau “tidak”. 
 
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun 
sekunder dianalisis dengan menggunakan teknik analisi kualitatif, 
kemudian disajikan dalam bentuk dekriptif. Penjelasan secara deskriptif 
adalah menjelaskan data yang diperoleh sebagaimana adanya. 
Berdasarkan identifikasi rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka 
analisis data diharapkan dapat menggambarkan kepada pihak lain  
tentang apa dan bagaimana korelasi hukum positif dengan materi 
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penelitian ini. Kemudian ditarik suatu kesimpulan terkait Analisis Yuridis 
Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 
(Kasus Jurnalis Lembaga Pers Mahasiswa Washila UIN Alauddin Tahun 
2016) 
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  BAB IV  
 PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN 
 
   
A. Penerapan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
1999 Tentang Pers terhadap Pelaku yang Menghalangi Wartawan 
Kampus dalam Melakukan Peliputan  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terdiri dari 10 
Bab dengan 21 Pasal yang antara lain mengatur ketentuan umum 
sebagaimana termaktub dalam Bab I Pasal 1, Bab II mengenai asas, 
fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers pada Pasal 2,Pasal 3,Pasal 
4,Pasal 5, dan Pasal  6, Bab III Pasal 7, dan 8 mengenai wartawan, Bab 
IV mengenai perusahaan pers pada Pasal 9, Pasal 10,Pasal 11,Pasal 
12,Pasal 13, dan Pasal 14, Bab V Pasal 15 mengenai dewan , Pers asing 
pada Bab VI Pasal 16, Bab VII Pasal 17 mengenai Peran serta 
masyarakat, serta ketentuan pidana yang termaktub dalam Bab VIII Pasal 
18, Bab IX Pasal 19 mengenai ketentuan peralihan, serta Bab X Pasal 20 
dan 21 mengenai penutup.79 
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers ini, memiliki 
tujuan yang sama dengan UU pada umumnya yakni memberikan 
kekuatan yuridis kepada obyeknya dalam hal ini,  memayungi, mengatur, 
mengayomi, menindak lanjuti, memberikan ketenangan kepada semua 
wartawan, media, lembaga yang terlibat atau berkecimpung di dunia Pers. 
                                            
79 Dian Muhtadiah Hamna, dkk. TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG 
PERS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERS DI 
INDONESIA.  
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Tindakan menghambat atau menghalang-halangi wartawan dalam 
melakukan peliputan sering kali terjadi. Padahal di dalam UU Pers telah 
diatur secara jelas mengenai ketentuan pidana bagi pelaku yang 
menghambat atau menghalang-halangi wartawan dalam melakukan  
aktivitasnya dan bagi pers professional secara langsung telah dinaungi 
oleh UU tersebut. Dengan adanya ketentuan pidana juga di dalam 
Undang-Undang Pers sudah dapat memberikan rasa aman kepada 
wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. 
Namun, kasus kekerasan yang terjadi kebanyakan tidak diproses 
sampai di pengadilan untuk mendapatkan efek jera bagi pelaku 
kekerasan. Penegakan UU Pers masih lemah. Penegakan hukum 
terhadap para pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan seharusnya di 
usut tuntas, agar para pelaku mendapatkan efek jera sesuai dengan 
ketentuan pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers. 
Sebagaimana delik pers dalam Undang-Undang Pers  yakni Pasal 
18 Bab VIII yang mengatur tentang Ketentuan Pidana. Pasal 18 sendiri 
terdiri dari tiga ayat dan terdiri dari dua delik pers yakni, delik pers yang 
ditujukan kepada pihak non pers, kedua delik pers yang ditujukan untuk 
pers sendiri.80 Delik pers yang ditujukan kepada pihak non pers selain 
sanksi pidana denda juga terdapat sanksi pidana penjara. Sebaliknya 
sanksi delik pers untuk pers berupa pidana denda.81 
                                            
80 Wina Armada Sukardi, 2007, Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang   
Pers,Jakarta,  Dewan Pers. Hlm.121 
81 Ibid 
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Pada Pasal 18 ayat (1) UU Pers merupakan  pasal yang termasuk 
dalam delik non pers yakni mengenai tindakan yang menghambat atau 
menghalang-halangi wartawan dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya. 
“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan 
tindakan yang berakibat menghambat atau menghalang-halangi 
pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 
500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)”.  
Adapun rumusan Pasal 18 ayat (1) dapat dirincikan sebagai berikut 
:82 
1. Setiap orang yang melakukan penyengsorang, pembredelan atau 
pelarangan penyiaran  
 Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal  18 ayat 1 jo Pasal 4 ayat 
2  yang unsur-unsurnya: 
a. Setiap Orang 
b. Secara melawan hukum 
c. Dengan sengaja 
d. Melakukan tindakan pembredelan atau pelarangan penyiaran 
(Melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau 
menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 
(“terhadap pers nasional tidak dikenakan penyengsoran, 
pembredelan, atau pelarangan penyiaran”) 
 
2. Setiap orang yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan 
kemerdekaan pers. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 
ayat 1 jo Pasal 4 ayat 3 yang unsur-unsurnya: 
a. Setiap orang  
b. Secara melawan hukum 
c. Dengan sengaja 
d. Melakukan tindakan yang menghambat pers mencari, 
memperoleh dan menyebarluaskan gagasan (Menghalangi 
                                            
82 Ibid.,hlm.122/123 
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pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 3, “pers nasional 
mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan 
gagasan dan informasi”.) 
 
Salah satu bentuk  yang menghambat atau menghalang-halangi 
wartawan dalam melakukan peliputan adalah tindakan kekerasan 
terhadap wartawan/jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) telah 
merangkum selama Januari-Desember  2016. Setidaknya, ada tujuh puluh 
delapan (78) kasus kekerasan dan satu pembunuhan terjadi terhadap 
wartawan Indonesia. Berdasarkan kategori pelaku kekerasan tertinggi 
dilakukan oleh warga dengan dua puluh enam (26) kasus, diikuti oleh 
polisi tigabelas (13) kasus, pejabat pemerintah (Eksekutif) tujuh (7) Kasus, 
dan TNI, orang tidak dikenal, aparat pemerintah daerah (Satpol PP) 
masing-masing enam (6) kasus.83 
Tabel 1. Pelaku Tindak Kekerasan 
NO PELAKU JUMLAH 
1 Advokat 1 
2 Aparat Pemerintah 1 
3 Hakim 1 
4 Pelajar/mahasiswa 2 
5 Ormas 3 
6 Kader parpol/caleg 6 
7 Satpol PP/Aparat pemrintah daerah 6 
8 TNI 6 
9 Tidak dikenal 5 
10 Pejabat Pemerintah 8 
11 Polisi 13 
12 Warga 26 
TOTAL 78 
Hasil verifikasi AJI 
                                            
83Dimuat di laman Web : http://www.aji.or.id/read/berita/593/catatan-akhir-tahun-aji-
kekerasan-terhadap jurnalis-meningkat-tajam.html  diakses pada tanggl 4 Februari 2017 
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Sementara itu, untuk kategori jenis kekerasan, kekerasan fisik masih 
berada dalam posisi tertinggi, yakni tiga puluh lima (35)  kasus. Disusul 
oleh pengusiran atau pelarangan liputan tujuh belas (17)  kasus. Ancaman 
kekerasan atau terror sembilan (9) kasus, dan perusakan alat atau data 
hasil liputan ada tujuh (7)  kasus dan Makassar  empat (4) kasus,Bandung 
dan Lampung, tiga (3) kasus.84 
TABEL 2. Jenis-jenis Kekerasan 
NO JENIS KEKERASAN JUMLAH 
1 Ancaman terror 2 
2 Pengerusakan alat 2 
3 Intimidasi lisan 3 
4 Intimidasi lisan oleh pejabat public 3 
5 Perusakan alat dan atau data hasil peliputan 7 
6 Ancaman kekerasan 9 
7 Pengusiran/pelarangan liputan 17 
8 Kekerasan fisik 35 
TOTAL 78 
Hasil verifikasi AJI 
Berdasarkan data tersebut, dari tujuh puluh delapan (78) kasus yang 
terjadi sepanjang tahun 2016 itu, tidak ada satupun kasus yang di proses 
hukum hingga ke pengadilan. Kekerasan terhadap jurnalis pun terus 
berulang, tidak lain salah satu penyebabnya ialah tidak adanya 
penegakan hukum terhadap para pelaku.  
Padahal Wartawan/Jurnalis adalah komponen penting demokrasi 
dan perlindungan HAM, sehingga keberadaannya harus dihormati oleh 
semua pihak. Harus diakui bahwa kekerasan terhadap jurnalis seringkali 
terjadi akibat ketidaksukaan terhadap pemberitaan media dengan alasan 
yang beragam, namun menghalangi-halangi aktivitas jurnalisme jelas-jelas 
                                            
84Ibid. 
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mengancam pilar demokrasi. Penghalangan terhadap jurnalis juga 
menghalangi publik untuk menerima informasi yang utuh terhadap situasi 
atau suatu peristiwa. 
Undang – Undang pers merupakan penegasan bahwa kemerdekaan 
pers adalah wujud kedaulatan rakyat dan penerapan demokrasi. Undang 
– Undang pers No. 40 Tahun 1999 itu diharapkan dapat mengatur kerja 
pers tetapi tidak membatasi kemerdekaan pers. Di harapkan undang – 
undang pers bisa efektif melindungi pers, agar karya jurnalistiknya tidak 
mudah di kriminalisasikan serta agar jurnalis dalam menjalankan 
profesinya terlindungi. 
Penjelasan Pasal 8 tentang perlindungan hukum kepada wartawan 
disebutkan bahwa perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan 
fungsi, hak dan kewajiban dan perannya, diatur dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya manakala 
perlindungan hukum itu menyangkut  pidana, diselesaikan berdasar 
hukum pidana yang berlaku. Manakala muncul tuntutan ganti kerugian 
maka dasarnya juga hukum ganti rugi yang berlaku. 
Pasal 8 juga melindungi wartawan dari tindakan-tindakan atau 
perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. 
Secara legal formal memang wartawan memperoleh jaminan perlindungan 
hukum dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi dalam praktik di 
lapangan sampai detik ini masih terjadi tindak kekerasan terhadap 
wartawan dan awak media lainnya baik yang berupa ancaman atau 
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intimidasi, tekanan dari para pihak yang menjadi obyek berita maupun 
tindakan pemukulan, perampasan dan atau pengrusakan perlengkapan 
tugas jurnalistik (kamera, film, kantor) terhadap insan pers 
Arti perlindungan yang diberikan dalam pasal 8 harus ditafsirkan 
dalam arti luas. Sepanjang wartawan sedang melaksanakan tugas 
jurnalistik, tidak boleh ada unsur pemerintah dan atau masyarakat yang 
tidak memberikan bantuan perlindungan terhadap wartawan. Ketentuan 
dalam pasal ini menjadi salah satu keutamaan dalam Undang –Undang 
No 40 Tahun 1999 tentang Pers karena menjadi dasar kepada wartawan 
dapat memiliki akses kepada pejabat publik manapun juga.85 Adanya 
ketentuan pasal ini juga menyebabkan wartawan dapat menjalankan 
kemerdekaan pers yang telah ada tanpa boleh ada intervensi apapun dari   
pemerintah. 
Bentuk jaminan terhadap kemerdekaan pers dijelaskan lebih lanjut 
pada Pasal 4 ayat (1) yaitu, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi 
warga negara.” Yang dimaksud bunyi Pasal tersebut, dalam 
penjelasannya dijelaskan bahwa: 
Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau 
penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi 
terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai 
kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang   
dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang 
dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati 
nurani insan pers. 
 
                                            
85 Wina Armada Sukardi.,Op.cit. hlm  198. 
77 
 
Dilemanya dengan bentuk jaminan perlindungan hukum, tak hanya 
dari kalangan wartawan meinstream , pers mahasiswa atau sering dikenal 
persma pun demikian. Hal ini membuat penulis untuk menggali lebih 
dalam terkait keberadaan pers mahasiswa di perguruan tinggi saat 
melakukan peliputan. 
Penulis mengambil data hasil kajian yang dilakukan oleh 
Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Periode 2015/2016.  
Kajian tersebut di mulai pada tanggal  18 Februari sampai 3 Mei 2016 dan 
dilanjut sampai 3 Desember 2016. Sejumlah 108 pers mahasiswa yang 
tersebar di Indonesia menjadi bahan kajian . 
Dalam kajian tersebut, peneliti menemukan sejumlah 88 pers 
mahasiswa mengalami tindak kekerasan dan 20 pers mahasiswa tidak 
mengalami kekerasan. Dari 88 kasus kekerasan yang diterima oleh pers 
mahasiswa, ada 9 jenis bentuk kekerasan. Di antara 9 jenis kasus 
tersebut adalah fitnah, intimidasi, kriminalisasi, pelecehan, pembatalan 
izin, pembekuan, pembredelan, pembubaran acara dan perusakan 
karya.86 Jenis kekerasan yang paling banyak menimpa pers mahasiswa 
adalah intimidasi, sejumlah 66 kasus. Pembredelan sejumlah 13 kasus, 
pelecehan 12 kasus, pembekuan 9 kasus, kriminalisasi 6 kasus, 
pembubaran acara 2, sedangkan fitnah, pembatalan izin dan perusakan 
karya sejumlah 1 kasus.87 
Dari sekian banyak kasus, pers mahasiswa lebih banyak 
bersinggungan dengan birokrasi kampus. Berdasarkan kajian tersebut 
pihak yang banyak melakukan kekerasan terhadap pers mahasiswa 
adalah birokrasi sebanyak 65 kali. Kemudian disusul organisasi 
mahasiswa sebanyak 21 kali, Dewan Mahasiswa 13 kali, narasumber 12 
kali, organisasi masyarakat 6 kali, instansi pemerintah dan Aparat 
                                            
86Dinamika-Pers-Mahasiswa-Tahun-2013-2016-Gerakan-Bermedia-dan-Resiko 
Pembungkaman.Pdh. Hlm.1 
87 Ibid. 
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Keamanan Negara masing-masing sebanyak 5 kali, warga sipil tiga kali, 
sedangkan mahasiswa, satpam dan tidak diketahui oknumnya masing-
masing satu kali.88 
Dari hasil kajian Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)  
diatas telah membuktikan, bahwa pers mahasiswa (persma) pun dalam 
menjalankan aktivitasnya sebagai wartawan kampus sering mendapatkan 
tindakan kekerasan yang dapat menghambat atau menghalangi ruang 
geraknya sebagai aktivis pers , baik di dalam kampus maupun di luar 
kampus. 
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, hingga kini jadi 
perdebatan menarik untuk mengamati kasus ini dari segi hukum. Pada 
undang-undang ini, tak disebutkan secara spesefik bahwa pers 
mahasiswa merupakan bagian dari pers di Indonesia. Namun dalam 
praktiknya, awak pers mahasiswa melakukan kerja-kerja jurnalistik seperti, 
penerbitan media, peliputan, dan kegiatan menyampaikan informasi. 
Persma atau  Pers Mahasiswa adalah sebuah lembaga pers yang 
digunakan sebagai wadah mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya 
dan melaksanakan kegiatan jurnalistik juga menggunakan berbagai media 
yang ada, mulai dari cetak, online bahkan elektronik. Identik dengan 
menulis, serta pena sebagai senjatanya. Kalimat “pena itu lebih tajam 
dibanding pedang” menjadi slogan bagi pegiat persma.  Persma hampir 
memiliki kesamaan dengan pers pada umumnya. Sebagaimana 
pengertian pers pada Pasal 1 ayat (1) UU Pers sebagai berikut : 
                                            
88 Ibid 
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Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang 
melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik 
dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data 
dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan 
media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang 
tersedia. 
 
Namun persma tidak mendapat perlindungan dari UU Pers yang 
sama dengan pers professional. Hal ini dikarenakan di dalam  UU Pers 
tidak mengatur secara lebih khusus mengenai pers mahasiswa. Juga 
dalam Pasal 9 ayat (2) dijelaskan “Setiap perusahaan pers harus 
berbadan hukum Indonesia” 
Pasal tersebut merupakan salah satu contoh bukti adanya 
diskriminasi terhadap pers mahasiswa. Di dalam pasal tersebut tertulis 
bahwa setiap perusahaan pers harus berbadan hukum. Padahal selama 
ini pers mahasiswa tidak mempunyai badan hukum. Selain itu, pers 
mahasiswa juga tidak bisa menjadikan dirinya sebagai media yang 
berbadan hukum karena tidak memenuhi standar perusahaan pers 
menurut peraturan Dewan pers dalam peraturan Dewan Pers Nomor 
04/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers. Peraturan 
tersebut berbunyi “ Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-
kurangnya sebesar lima puluh juta rupiah atau ditentukan oleh peraturan 
dewan pers.89 
                                            
89Ibno Hajar. 2014. Perlindungan Hukum terhadap Lembaga Pers Mahasiswa 
(LPM) dalam  Proses Peliputan Berita ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
1999 tentang  Pers. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta. Hlm. 4 
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  Meski demikian. pada realitanya persma menjalankan aktivitas 
jurnalistiknya berdasarkan badan hukum yang digunakan yakni badan 
hukum Perguruan Tingginya dan  keberadaanya diakui dengan adanya 
penerbitan SK dari Perguruan Tinggi tersebut. Adanya SK yang diterbitkan 
tersebut berarti pers mahasiswa dapat menjalankan fungsinya 
sebagaimana mestinya. 
 Arman Redaktur Hukum Fajar yang juga pernah menjadi sekjen 
PPMI saat menjadi narasumber ahli dari kalangan wartawan  di forum 
konsultasi ahli menanyakan kepada Dewan Pers terkait dengan status 
dari pers mahasiswa itu sendiri. Pihak Dewan pers  mengatakan : 
Pers mahasiswa secara di jure tidak tercantum secara normatif 
dalam UU Pers. Sehingga tidak otomatis  mendapatkan perlindungan 
langsung dari Pasal 18 UU Pers tersebut. Namun secara de facto, 
persma harus diakui keberadaannya. 
 
Dalam situs persma.org pun,  Abdus Somad selaku Sekretaris 
Jendral (Sekjen) Perhimpunan Pers Mahasiwa Indonesia (PPMI) periode 
2016/2017 juga  mewawancarai Yosep Stanley Adi Prasetyo, anggota 
Dewan Pers periode 2013-2016. Stanley adalah pemerhati hukum. Ia juga 
merupakan salah satu orang yang ikut mendirikan Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI) dan Pernah menjadi Direktur Eksekutif Institut Studi 
Arus Informasi (ISAI). Beliau mengatakan90: 
Pers mahasiswa umumnya mengikuti dan mempraktekkan Kode Etik 
Jurnalistik (KEJ) meski mereka belum bisa dikatakan sebagai pers 
yang sepenuhnya profesional. Pers mahasiswa umumnya juga 
mengerjakan kegiatan jurnalistik yang sama dengan pers pada 
                                            
90Https://persma.org/2015/11/24/pers-mahasiswa-bisa-lawan-intervensi-dari-
pimpinan-kampus-lewat-jalur-hukum/ diakses 3 Oktober 2017  
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umumnya yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, 
gambar serta data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan 
menggunakan media cetak yang tersedia. Kalaupun ada yang 
membedakannya dengan pers profesional, adalah badan hukum dan 
jadwal terbit yang umumnya tak secara teratur.  
 
Senada dengan itu, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar Qadriansyah Agam 
Sofyan menilai pers mahasiswa bukanlah pers professional. Ia 
menuturkan bahwa 91: 
Kedudukan Pers kampus dia bukan pers publik. karena pers kampus 
itu  lahir di dalam kampus dan siarannya untuk kampus. Kalau dia 
pers publik harus berbadan hukum setingkat PT menurut aturan 
main dari  dewan pers dalam sebuah perusahaan pers. Karena di 
rana kampus  maka dia hanya pers kampus yang pola advokasinya 
adalah di selesaikan dalam kampus. 
 
Belum adanya regulasi yang tepat terkait pers mahasiswa  
menjadikannya sering mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya 
saat melakukan peliputan di lapangan. UU Pers tidak dapat menjadi 
payung hukum yang dapat melindungi wartawan saat menjalankan  
aktivitasnya, karena UU Pers hanya berlaku pada pers professional. 
Namun, Arman Redaktur Hukum Fajar saat diwawancarai oleh 
penulis. Beliau mengatakan UU pers sebenarnya dapat digunakan pers 
mahasiswa selama ia memintanya. Ia menuturkan bahwa :  92 
Secara kelembagaan dan personal pers mahasiswa  ada. Secara 
personal terkait dengan hubungan emosional sesama profesi. 
Berbicara mengenai kekerasan, jangankan pers mahasiswa, pers 
                                            
 91 Ibid. 
 92 Wawancara, Sabtu 9 September 2017 
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umum pun demikian. Secara langsung UU pers bisa melindungi. 
Tapi, Pers mahasiswa tidak dapat  menggunakan secara langsung 
tapi dia bisa meminta untuk dapat advokasi. Ibaratnya begini di 
dalam UU Pers, aktivitasnya continue, rutin menerbitkan media, UU 
Pers tidak menyebutkan media ini tapi media secara keseluruhan. 
Syaratnya (1) Berbadan hukum, (2) terbitnya harus continue, (3) Di 
kelolah secara professional, ada keanggotaanya, dicantumnkan 
kolom box di media. Artinya pers mahasiswa terpenuhi dari syarat 
itu. Tapi ada 1 yang selalu di pertanyakan dimana badan hukumnya 
? badan hukumnya Perguruan Tinggi.  Jadi persma adalah media 
yang di khususkan, media yang di kelolah oleh kampus, seperti 
humas Kampus. 
 
Sementara Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pers Mahasiswa 
Indonesia (Sekjen PPMI) Periode 2016/2017 Irwan Sakkir saat di 
wawancari mengatakan bahwa:93 
Pers Mahasiswa bisa dikatakan pers, karena dari segi kerja-kerjanya 
dia masuk dalam kategori jurnalistik. Hanya saja, secara keseluruhan 
persma masih bahan perbincangan di kalangangan teman-teman 
yang bergelut di pers mahasiswa. Ada 2 versi, kalau di PPMI kita 
menganggap kita adalah pers pada umumnya. Versi ke 2, kita bukan 
pers murni, karena kita masih bergelut di dunia mahasiswa. Makanya 
yang sering diperbincangkan itu kita sebagai pers yang menjalankan 
minat bakat. 
 
Namun saat ditanya terkait posisi persma Irwan Sakkir mengakui 
bahwa posisi persma memang tidak diakomodir dalam UU Pers.94 
Ini masih menjadi konflik bagi kami di internal, karena dalm uu pers 
tidak mengikutsertakan mahasiswanya. Yang diatur kan pers, 
otomatis kami yg masih menyandang sebagai mahasiswa tidak 
tercover secara  UU. Jadi itu yg menjadi kendala kami juga ketika 
teman-teman di persma ingin melakukan liputan di lapangan, 
benturannya disitu. Ketika kita mendapatkan masalah di lapangan, 
                                            
93 Wawancara, Jumat 25 Agustus 
94 Ibid. 
83 
 
selalu kita mencari bantuan melalui UU itu, tidak menemukan jalan 
karena status kita sebagai mahasiswa. Karena di UU itu yang diatur 
adalah pers yang non mahasiswa. Ini menjadi petakonflik sendiri 
kami di internal. 
 
Banyak pegiat persma yang pernah coba menggunakan Pasal 18 
ayat (1) itu tapi kembali di status mahasiswanya. Hal tersebut sesuai 
dengan penuturan Irwan Sekjen PPMI yang sementara menjabat. Beliau 
mengatakan :95 
Contoh kasus di Makassar, banyak wartawan yang dihalang-halangi 
dengan menggunakan UU itu, tapi mental lagi. Karena persoalannya 
statusnya  sebagai mahasiswa. Ada beberapa kasus, di Semarang 
,salah tiga itu teman-teman peliputannya bukan lagi dihalangi, malah 
sampai di perampasan. Di palu, 2-3 kali tertangkap karena persoalan 
peliputan dan masalah dihalang-halangi untuk meliput. Di mataram, 
berbabagai cara menempuh sampai di pasal 18 itu tadi, 
menghalang-halangi kerja wartawan, itu kita sudah pernah coba 
juga, jauh dari saya jadi sekjen nasional di PPMI. Dan sekjen 
terdahulu jga pernah melakukan dan hasilnya pun mental. Lagi-lagi 
karena statusnya kita sebagai mahasiswa. Akhirnya jalan yang kita 
tempuh untuk menfungsikan pasal 18 itu, jasanya IYLB/LBH, karena 
dia yang paling bisa menjalankan itu, karena kami sendiri susah, 
pasti akan ada halangan disitu karena status mahasiswa. Karena 
anggapannya kalian itu masih pengembangan minat bakat di 
jurnalistik, makanya kita dikatakan bukan pers murni. 
 
Sudah sangat  jelas bahwa secara normatif (tekstual) Pasal 18 ayat 
(1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers tidak dapat diterapkan terhadap 
pelaku yang menghalang-halangi wartawan dalam melakukan peliputan. 
Hal ini dikarenakan di dalam UU Pers sendiri tidak diatur mengenai pers 
mahasiswa ataupun wartawan kampus.  Dalam UU Pers pun dinyatakan 
bahwa pers harus berbadan hukum. Ada 3 bentuk badan hukum yang 
                                            
95 Ibid 
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diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 04/Peraturan-DP/III/2008 tentang 
Standar Perusahaan Pers yaitu perseroan terbatas, yayasan, atau 
koperasi. Hal lain adalah terbit secara rutin dan tepat pada deadline.  
Namun secara substantif (de facto), pers mahasiswa diakui 
keberadaannya. Hal ini dikarenakan bentuk pers mahasiswa sebagai 
lembaga resmi (legal) yang disahkan dan diberi mandat dalam 
menjalankan aktivitas jurnalistiknya dari badan hukum pemerintah yakni 
Perguruan Tinggi (PT) yang membawahinya (adanya SK pendirian 
lembaga penerbitan kampus yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi) . Itu 
yang menjadi dasar untuk menegaskan keberadaan persma sebagai 
lembaga yang sah dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. 
 
B. Perlindungan Hukum terhadap Wartawan Kampus/Pers Kampus 
 
Dalam menjalankan fungsinya, persma tetap mengacu pada UU No. 
40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa 
kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi 
melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan 
secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan 
kesetaraan menggunakan hak berdasar Pancasila dan UUD 1945. 
Selama ini, Lembaga Pers Mahasiswa belum ada aturan khusus dari 
pemerintah kecuali SK Perguruan Tinggi. Undang-Undang No. 40 Tahun 
1999 yang mengatur tentang pers pun tidak mengatur mengenai pers 
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mahasiswa. Pasal-pasal yang ada di dalamnya mengatur beberapa 
ketentuan secara umum mengenai pers. Beberapa di antaranya ialah 
tentang kewartawanan, kode etik jurnalistik, organisasi pers, perusahaan 
pers, hak jawab, hak koreksi, hak tolak, kewajiban koreksi, hingga Dewan 
Pers.96 
Namun Undang-undang tersebut tidak mengatur secara lebih khusus 
mengenai pers mahasiswa. Pers mahasiswa sebagai kontrol sosial tidak 
mendapat legitimasi di mata hukum di dalam UU Pers tersebut. Namun 
mengenai perlindungan persma, Dewan pers mengatakan: 
Pengelolaan dan perlindungan persma secara normatif tidak dapat 
menggunakan hak-hak dari pers secara nasional, dan pers 
mahasiswa merupakan forum berlatih untuk berfikir secara 
sistematik, sehingga dalam pemberitaan harus menempatkan itu 
sebagai sebuah proses melatih diri, dan ketika terjadi sebuah 
masalah, mahasiswa dapat melaporkan ke Dewan Pers. 
 
Moch. Maulana, Kadiv Non litigasi YLBH Makassar dalam diskusi  
pers mahasiswa yang diadakan LPM Kertas Universitas Fajar pada 
tanggal 28 November 2016 mengatakan, “Pers Mahasiswa dijamin 
Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Aturan Non Akademik. UU 
Pers tidak bisa membantu mengahadapi masalah pembredelan, 
kekerasan, dan pembekuan lembaga pers mahasiswa yang dilakukan di 
kampus. Karena UU Pers hanya menjamin lembaga yang berbadan 
hukum. 
                                            
96Ibno Hajar, 2014, Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pers  
Mahasiswa  (LPM) Dalam Proses Peliputan Berita  Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 
40  tahun 1999 Tentang Pers  
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Alasan pers mahasiswa tidak di badan hukumkan sampai saat ini, 
sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekjen PPMI, Ia menjelaskan 
bahwa97  
Dari sekjen-sekjen dulu mulai 92-sekarang, persma masih 
kewalahan untuk berbadan hukum. Kenapa ? syarat-syarat  
berbadan hukum dewan pers masih belum terpenuhi bagi sebagian 
lembaga pers mahasiswa. Ketika sebuah media sudah bisa menjadi 
profit dapat mensejahterahkan reporternya, sudah bisa memberikan 
tunjungan, itu suda bisa di badan hukumkan karena sudah bisa 
membiayai reporternya sendiri. Persma belum bisa ke rana itu 
karena kita independen (tidak berbadan hukum). Bisa-bisa saja asal 
tidak dipersoalkan status mahasiswanya, karena sejauh ini banyak 
lembaga persma yang sudah sejahtera dan mandiri. Karena media 
cetak dan online sudah memiliki sponsor masing-masing. Artinya 
mereka sudah bisa membiayai web sitenya dan penerbitannya 
masing2.  
 
Sementara Ketua AJI Makassar, Qadriansyah Agam Sofyan atau 
biasa disapa Agam saat di wawancara oleh penulis terkait dengan 
perlindungan hukum persma. Beliau mengatakan “Pers Mahasiswa 
(persma) masuk ke Undang-Undang umum yakni UU kebebasan 
berpendapat dan berekspresi.  Kebebasan berpendapat dan berekspresi 
hari ini ada turunan ayatnya yakni Undang-Undang  Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE)”.98 
Sama halnya dengan Agam, Irwan Sakkir juga menuturkan demikian, 
bahwa99 : 
Kekuatan hukum yang digunakan sampai saat ini adalah UU 
Kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Namanya 
                                            
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
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warga Indonesia, semua berhak (general sifatnya), karenanya 
semuanya dilindungi. Persma menggunakan itu. itupun kita gunakan 
masih tidak maksimal karena tidak ada unsur jurnalistiknya. Semua 
orang  berhak untuk itu. 
 
Masih terkendalanya kekuatan hukum yang jelas terhadap pers 
mahasiswa menjadikannya tidak mempunyai legitimasi kuat dalam 
menghadapi persoalan hukum yang ada atas sengketa pers. Pers 
mahasiswa yang sejatinya merupakan media massa yang dikelolah oleh 
mahasiswa di sebuah kampus perguruan tinggi, baik berupa majalah, 
bulletin, jurnal, maupun surat kabar terkadang ikut arus dari 
Universitas/kampusnya sendiri.  
Dilihat dari keberadaannya di kampus sangat strategis. Hal ini 
dikarenakan pers mahasiswa memberikan informasi, pendidikan hingga 
kontrol atas kebijakan-kebijakan, sama dengan pers pada umumnya. 
Namun disisi lain,  pegiat persma sering mendapatkan perlakuan tidak adil 
oleh institusi perguruan tinggi sendiri. Padahal, para jurnalis yang 
tergabung di dalam pers mahasiswa lebih mengedepankan objektifitas 
dalam berkarya, bersikap netral, dan menjaga independensinya sebagai 
pegiat pers kampus. 
Seharusnya sudah tidak ada intimidasi ataupun intervensi dalam 
kampus. Sesuai dengan keberadaannya, menurut Arman, redaktur hukum 
Fajar,100  “Perlindungan persma adalah badan perguruan tingginya sendiri, 
karena perguruan tinggi yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) 
Kepengurusan. Dan ketika itu sudah dikeluarkan, artinya pihak kampus 
                                            
100 Ibid. 
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sudah meletigimasi keberadaan pers mahasiswa.  Sehingga ketika sudah 
dilitigamasi artinya pers mahasiswa bisa menjalankan tugasnya sebagai 
pers kampus”. 
Sedangkan dasar hukum pers mahasiswa dalam menjalankan 
aktivitasnya dikatakan oleh Muh. Shany Kasysyaf selaku Sekjen PPMI 
Dewan Kota Makassar saat diwawancara antara lain :101 
1.  UUD 1945 pasal 28 (F) yang sekaligus menjadi dasar bagi UU Pers.  
2.  UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant 
on Civil and Political Right (ICCPR) atau  instrumen HAM 
internasional terkait hak sipil dan politik warga Negara. Yang dalam 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 13 ayat (1), 
serta pasal 19  dan 20, kemudian diteruskan dalam ICCPR pasal 12, 
19, 21, 22 ayat (1) dan (2) menyatakan memberikan pengakuan dan 
perlindungan terhadap kebebasan dasar setiap manusia yang 
meliputi hak kebebasan berpendapat, berkespresi, berkumpul dan 
berserikat. Instrumen ini dimaksudkan yang pertama, terkait hak 
kebebasan berkumpul dan berserikat ditujukan untuk melindungi 
persma sebagai sebuah lembaga berikut seluruh aktivitasnya yang 
dalam konteksnya merupakan pengejawantahan dari tafsir 
berkumpul dan berserikat. Sementara terkait hak kebebasan 
berpendapat, yang dalam tafsirnya termasuk kebebasan untuk 
mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide apapun 
                                            
101Wawancara, Jumat 29 September 2017 seseuai dengan Laporan 
Pertanggungjawaban Divisi Advokasi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Periode 
2016-2017 
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tanpa memperhatikan medianya, baik lisan maupun tertulis, atau 
dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni atau melalu media lain 
sesuai pilihan masing. Dimaksudkan untuk melindungi kerja-kerja 
jurnalistik persma termasuk distribusi informasi, koreksi, dan 
pengawalan kinerja sistem baik di dalam maupun luar kampus.  
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang 
mengatur mengenai hak dan wewenang untuk mencari, 
menggunakan, dan mendistribusikan informasi yang dalam hal ini 
sangat erat kaitannya dengan kerja-kerja jurnalistik. 
4. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
 
C. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku yang Menghalangi 
Wartawan Kampus dalam Melakukan Peliputan   
 
1. Bentuk Tindakan Menghalang-halangi Wartawan Kampus dalam  
Melakukan Peliputan 
 
Tindakan menghalang-halangi wartawan kampus dalam melakukan 
peliputan meliputi Kekerasan. Penulis akan memaparkan bentuk-bentuk 
kekerasan yang dialami oleh wartawan kampus dan terlebih dahulu 
penulis menjelaskan pengertian kekerasan. Kekerasan berarti 
penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut World Health 
Organization (WHO) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan 
kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau 
sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau 
kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, 
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kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. 
Secara umum, kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan 
seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau 
hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik 
atau barang orang lain. Sementara itu, secara sosiologis, kekerasan dapat 
terjadi di saat individu atau kelompok yang melakukan interaksi sosial 
mengabaikan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat 
dalam mencapai tujuan masing-masing.102 
Adapun definisi lain kekerasan terhadap wartawan ialah kekerasan 
terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau 
kekerasan yang diakibatkan oleh karya jurnalistiknya, adapun bentuk 
kekerasan yang dimaksud adalah :103 
1. Kekerasan fisik termasuk penganiayaan ringan, penganiayaan 
berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan.  
2. Kekerasan non-fisik termasuk ancaman verbal, penghinaan, 
penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan.  
3. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.  
4. Upaya menghalangi kerja wartawan untuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, 
                                            
102Nuken Kogoya.2012 Jurnal Penegakkan Pasal 18 UU Pers tentang Tindak  
Kekerasan pada Wartawan saat Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus Kekerasan 
di Balai kota Surabaya yang dialami Wartawan Radio Elshinta  Surabaya).Fakultas Ilmu 
Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,. 
103Dikutip dari laman website http://dewanpers. or.id/ pengumuman /detail/ 123/ 
rancangan-pedoman-penanganan-kasus-kekerasan -terhadap-wartawan. diakses pada 
hari Jumat 29 September 2017. Pukul 13:14 WITA. 
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yaitu dengan merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan 
apa pun yang merintangi tugas wartawan sehingga tidak dapat 
memproses pekerjaan kewartawanannya.  
5. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut 
dalam pedoman ini merujuk kepada definisi yang diatur KUHP dan 
UU HAM  
Mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap pers mahasiswa, 
Penulis mengambil data dari hasil kajian BP Litbang PPMI Nasional yang 
melibatkan pers mahasiswa se-Indonesia. Kajian tersebut sampai pada 
kesimpulan bahwa ada beberapa bentuk kekerasan yang kerap menimpa 
pers mahasiswa, antara lain: intimidasi, pembredelan, pembubaran acara, 
pembekuan, perusakan karya, fitnah, kriminalisasi, pembatalan izin, dan 
pelecehan 104. 
Mengacu pada definisi KBBI, intimidasi merupakan tindakan 
menakut-nakuti, terutama untuk memaksa seseorang atau sebuah 
lembaga agar berbuat sesuatu. Dalam proses pembuatan berita misalnya, 
tidak menutup kemungkinan insan pers mahasiswa mendapat intimidasi 
dari narasumber. Sementara pembredelan, diartikan sebagai metode 
untuk memberangus atau menghentikan penerbitan dan percetakan. 
Banyak faktor yang menyebabkan pembredelan bisa terjadi. Namun, dari 
sekian kasus, pembredelan yang dilakukan birokrat atau aparat kepolisian 
biasa didasarkan pada rasa tidak suka dengan apa yang diberitakan pers 
                                            
104 Dinamika Pers Mahasiswa Tahun 2013-2016: Gerakan Bermedia Dan Resiko    
Pembungkaman. Pdf. 
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mahasiswa. Sedangkan pembubaran acara dimaknai sebagai proses 
yang dilakukan oknum tertentu untuk menghentikan acara dengan dalih 
mengancam keamanan atau semacamnya.  
Selanjutnya adalah pembekuan. Pembekuan bisa diartikan sebagai 
penghentian operasional sebuah lembaga, meski izin belum dicabut. 
Pembekuan bisa dalam bentuk tidak diberikannya izin menggunakan 
tempat dan anggaran. Sementara perusakan karya adalah tindakan untuk 
menghancurkan atau meniadakan produk jurnalistik pers mahasiswa. 
Insan pers mahasiswa juga tidak bisa lepas dari kemungkinan difitnah 
oleh oknum tertentu. Fitnah diartikan sebagai perkataan bohong yang 
sengaja disebarkan dengan maksud jelek. Sementara kriminalisasi adalah 
tindakan rekayasa yang semula seseorang atau kelompok tidak bersalah, 
kemudian dipersalahkan. 
Bentuk kekerasan lainnya adalah pembatalan izin. Pembalatan izin 
diartikan sebagai proses yang menyatakan batal atau tidak sah. Jika 
dalam pembekuan, status ‘dibekukan’ tersebut yang menjadikan pers 
mahasiswa tidak diperkenankan memakai fasilitas. Maka dalam kasus 
pembatalan izin, sebelumnya sudah ada transaksi tapi kemudian 
dibatalkan dengan alasan tertentu. Sementara yang terakhir adalah 
pelecehan. Pelecehan merupakan tindakan memandang rendah atau 
tidak berharga. 
Bentuk-bentuk kekerasan di atas akan dijabarkan penulis dalam 
bentuk tabel. Ada sembilan pola pembungkaman pers mahasiswa selama 
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tahun 2013-2016. Di antara pembungkaman tersebut adalah perusakan 
karya, pembubaran acara, pembredelan, pembekuan, pembatalan izin, 
pelecehan, kriminalisasi, intimidasi, dan fitnah. Kasus pembungkaman 
yang paling banyak diterima pers mahasiswa adalah intimidasi sebanyak 
66 pers mahasiswa dari total 108 pers mahasiswa. 
Pembungkaman dengan pola intimidasi kemudian disusul 
pembredelan 13 kali, pelecehan 12 kali, pembekuan 9 kali, kriminalisasi 6 
kali, pembubaran acara 2 kali. Sedangkan perusakan karya, pembatalan 
izin dan fitnah masing-masing 1 kali. Pola intimidasi yang dialami oleh 
pers mahasiswa misalnya seperti yang dialami oleh LPM Basic Universitas 
Brawijaya Malang pada tahun 2016. Awak media diintimidasi oleh 
koordinator lapangan Orientasi Pekan Akademik (Ospek) Fakultas saat 
melakukan peliputan. Mereka dipertanyakan izin peliputan ketika 
melakukan kerja-kerja jurnalistik. 
Pada tahun yang sama, LPM Basic juga mengalami intimidasi dari 
panitia Pemilihan Umum Mahasiswa atau yang sering dikenal Pemilwa. 
Mereka diintimidasi oleh panitia agar setiap berita yang diterbitkan tentang 
Pemilwa untuk diberikan kepada panitia pengawas Pemilwa. Tentunya 
banyak contoh-contoh lain tentang intimidasi yang dialami oleh pers 
mahasiswa, namun hanya beberapa contoh saja yang dipaparkan di 
dalam tulisan ini. 
Kasus pembungkaman yang terbesar dialami oleh pers mahasiswa 
adalah pembredelan. Pembredelan di sini dimaksudkan lebih pada karya. 
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Setelah karya pers mahasiswa diterbitkan dan dicetak, kemudian ada 
beberapa oknum yang menghalangi tersebarnya karya pers mahasiswa 
tersebut. 
Tabel 3 Jenis Pembungkaman Yang Dialami Pers Mahasiswa 
NO Jenis Pembungkaman Jumlah 
1. Fitnah 1 
2. Intimidasi 66 
3. Kriminalisasi 13 
4. Pelecehan 12 
5. Pembatalan Izin 1 
6. Pembekuan 9 
7. Pembredelan 13 
8. Pembubaran Acara 2 
9. Perusakan Karya 1 
Total 118 
Hasil Penelitian Dan Pengembangan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia  
Priode 2015/2016 
 
Sedangkan ada 15 pola intimidasi yang dialami oleh pers mahasiswa 
yaitu,ancaman insan pers mahasiswa, ancaman pembubaran, drop out, 
makian, paksaan meminta maaf atas pemberitaan, pencabutan berita, 
penerbitan surat drop out, pengarahan pemberitaan, penurunan dana, 
penyerangan sekretariat, teguran, teror, tonjokan dan tuduhan tanpa bukti. 
Pola intimidasi paling banyak adalah teguran sebanyak 67 kasus.K 
emudian disusul ancaman, 34 kasus, makian 15 kasus, teror 9 kasus. 
Kemudian ancaman pembubaran, drop out, paksaan meminta maaf atas 
pemberitaan, pencabutan berita, penerbitan surat dorp out, pengarahan 
pemberitaan, penurunan dana, penyerangan sekretariat, tonjokan, 
tuduhan tanpa bukti masing-masing ada satu kasus. Sebagaimana yang 
terdapat dalam table berikut ini. 
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Tabel 4. Pola Intimidasi Yang Dialami Pers Mahasiswa 
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Sementara pola teguran yang dilakukan oleh oknum tertentu lebih 
banyak pada teguran terhadap pemberitaan yang kritis. Pers mahasiswa 
lebih banyak ditegur ketika mengkritisi kebijakan lembaga atau birokrasi 
kampus. Atas dalih menjaga  citra pihak tertentu, pers mahasiswa banyak 
diintimidasi agar memberitakan kebaikan-kebaikan pihak yang diberitakan.  
Selain ada pola intimidasi juga ada bentuk intimidasi dalam hal ini 
penarikan produk pers mahasiswa. Dalam angket online, tim menyediakan 
dua opsi yaitu intruksi langsung seperti penarikan tanpa menggunakan 
surat dan intruksi tidak langsung yaitu terlebih dahulu memberitahu 
melalui surat. Namun, dalam pengisian angket, ada dua pers 
mahasiswa yang mengisi di luar opsi yaitu dirusak tanpa diketahui siapa 
oknumnya dan ditarik oleh oknum pemerintah. Sebagaimana tergambar 
dalam tabel berikut ini. 
NO Pola Intimidasi Jumlah 
1. Ancaman 34 
2. Ancaman pembubaran 1 
3. Drop Out 1 
4. Makian 15 
5. Paksaan meminta maaf atas pemberitaan 1 
6. Pencabutan berita 1 
7. Penerbitan Surat Drop Out 1 
8. Pengarahan pemberitaan 1 
9. Penurunan dana 1 
10. Penyerangan Sekretariat 1 
11. Teguran 67 
12. Teror 9 
13. Tonjokan 1 
14. Tuduhan tanpa bukti 1 
Total 135 
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Tabel 5. Pola Penarikan Produk Pers Mahasiswa 
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Kasus yang paling banyak ditemui tentang penarikan produk pers 
mahasiswa adalah intruksi langsung. Artinya, produk pers mahasiswa 
ditarik oleh oknum tertentu tanpa melalui pemberitahuan melalui surat. 
Produk pers mahasiswa ditarik langsung oleh birokrasi.  Kasus penarikan 
produk pers mahasiswa lebih bersifat instruksi langsung. Ketika 
pemberitaan yang ditulis oleh pers mahasiswa tidak sesuai atau kritis 
terhadap pihak terkait, produk pers mahasiswa akan langsung ditarik. 
Sedangkan kasus penarikan produk pers mahasiswa yang melalui 
pemberitaan surat ada 10 pers mahasiswa yang mengalami. Pers 
mahasiswa menerima surat pemberitahuan agar menarik produknya. 
Selain surat, penarikan produk juga dialami tanpa diketahui siapa 
oknumnya juga ada yang langsung ditarik oldi.eh oknum pemerintahan.  
Sementara untuk ancaman pembekuan lembaga pun kerap kali 
terjadi. Sebagaimana yang tergambar dalam tabel berikut ini. 
 
 
 
NO Pola Penarikan Produk Persma 
Jumlah 
Kasus 
1. 
Dirusak tanpa diketahui siapa 
Oknumnya 
1 
2. Instruksi Langsung (Tanpa Surat) 27 
3. Intruksi tidak langsung (Melalui Surat) 10 
4. Ditarik oleh oknum pemerintah 1 
Total 39 
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Tabel 6.Bentuk Ancaman Pembekuan Lembaga Pers Mahasiswa 
NO Bentuk Ancaman Pembekuan Lembaga 
Jumlah 
Kasus 
1. Dialog 16 
2. Fitnah 4 
3. Perusakan Inventaris 2 
4. Secara administrative 16 
5 
Ujaran Kebencian (Kata-kata yang 
mengarahkan pembekuan) 
12 
Total 50 
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Dari tabel di atas dapat dijabarkan bahwa Pers mahasiswa yang 
mengalami ancaman pembungkaman ada 50 kasus. Ancaman 
pembungkaman tersebut terdiri dari dialog 16 kasus, ancaman 
pembungkaman secara administratif sebanyak 16 kasus. Kemudian kasus 
ancaman ketiga yang paling banyak adalah ujaran kebencian yang 
mengarahkan pada ancaman pembekuan adalah 12 kasus, fitnah ada 4 
kasus, perusakan inventaris ada 2 kasus. 
Ancaman pembekuan secara administratif merupakan ancaman 
pembekuan melalui Surat Keputusan (SK). Pers mahasiswa diancam akan 
dibekukan dengan menerbitkan SK dari kampus. Birokrasi kampus 
terkadang memanggil pimpinan pers mahasiswa untuk diberitahu kalau 
akan dibekukan. Ada juga birokrasi kampus yang langsung menerbitkan 
surat pemberitahuan agar mengosongkan sekretariat. 
Selain ancaman pembekuan lembaga pers mahasiswa juga 
pembekuan anggaran. Hal demikian terdiskripsikan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 7. Pola Ancaman Pembekuan Anggaran  
NO Ancaman Pembekuan Anggaran 
Jumlah 
Kasus 
1. Dipersulit beasiswa 1 
2. Izin kegiatan 19 
3. Kelambatan pencairan dana 1 
4. miss-koordinasi dan komunikasi 1 
5 Pemotongan anggaran 22 
     6 Penghambatan 33 
7 Penghentian dana 6 
Total 84 
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Dapat disimpulkan bahwa kasus yang Kasus yang paling banyak 
adalah penghambatan pencairan dana oleh pers mahasiswa sejumlah 33 
dan di susul  22 kasus pancaman pemotongan anggaran. Sedangkan 
penghambatan pencairan dana melalui izin kegiatan ada 19 kasus. Untuk 
menghambat pencairan dana, lebih dulu dipersulit izin kegiatan. Izin 
kegiatan memang tidak langsung menimbulkan penghambatan dana, 
namun pers mahasiswa lumayan banyak yang menjawab izin kegiatan.  
Ancaman pada pembekuan anggaran atau penghentian dana ada 6 
kasus.Kasus tersebut yang bisa berdampak langsung pada pembekuan. 
Selebihnya hanya mengalami satu kasus. Di antara kasus yang 
menyangkut dipersulitnya anggaran adalah dipersulit beasiswa, 
keterlambatan pencairan dana dan mengalami miss komunikasi. 
Salah satu elemen paling penting yang dibutuhkan pers mahasiswa 
agar tetap bisa beroperasi adalah anggaran. Sudah menjadi hak pers 
mahasiswa pula, mendapatkan suntikan anggaran dari pihak kampus. 
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Namun, hanya karena beberapa alasan yang kerap kali tidak logis, 
dengan semena-mena birokrat kampus melanggar hak pers mahasiswa 
tersebut. 
Terkait dengan pelaku kekerasan. Dalam data Perhimpunan Pers 
Mahasiswa Indonesia telah dijabarkan sebagai berikut. 
Tabel 8. Jumlah Pelaku Kekerasan Pada Lembaga Pers  Mahasiswa 
 
NO Pelaku Kekerasan Jumlah 
1. Aparat Keamanan Negara (Polisi/TNI) 5 
2. Birokrasi Kampus /Dewan Mahasiswa 65 
3. (Dema/DPM/lainnya) 13 
4. Instansi Pemerintahan 5 
5. Mahasiswa 1 
6. Narasumber 12 
7. Organisasi Mahasiswa 21 
8. Organisasi Masyarakat 6 
9. Satpam 1 
10. Tidak diketahui oknumnya 1 
11. Warga sipil 3 
Total 133 
Hasil Penelitian Dan Pengembangan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia  
Priode 2015/2016 
 
Tabel di atas menunjukkan, pelaku pembungkaman pers mahasiswa 
paling banyak dilakukan oleh birokrasi kampus, yaitu sebanyak 65 kasus. 
Birokrat merupakan pegawai yang bertindak birokratis, merujuk pada 
sistem pemerintahan yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan 
(KBBI IV Daring). Birokrat kampus dapat diartikan sebagai pegawai yang 
berada dalam lingkungan perguruan tinggi. Urutan selanjutnya adalah 
Organisasi Mahasiswa sebanyak 21 kasus, Dewan Mahasiswa 
(DEM/DPM/Lainnya) sebanyak 13 kasus. Sementara narasumber, 
menempati urutan keempat, dengan jumlah 12 kasus, sedikit lebih rendah 
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dari Dewan Mahasiswa. Terlihat bahwa tiga pelaku kekerasan didominasi 
oleh warga kampus.  
Tingginya angka kekerasan tersebut diduga berkaitan dengan dapur 
keredaksian persma dalam mengangkat isu pemberitaan. Namun, 
berdasarkan hasil kajian litbang, isu yang diangkat pers mahasiswa 
tertinggi berjumlah 73 adalah isu pendidikan. Urutan selanjutnya adalah 
isu daerah atau kota, berjumlah 63. Sedangkan isu kampus hanya 
berjumlah 11. Kondisi yang saling bersinggungan ini menimbulkan 
pertanyaan, sebenarnya mengapa birokrat kampus justru lebih banyak 
melakukan tindak kekerasan terhadap pers mahasiswa.  
Tidak hanya itu, aparat keamanan negara (Polisi /TNI), instansi 
pemerintahan, serta organisasi masyarakat juga kerap melakukan 
kekerasan terhadap pers mahasiswa. Total seluruhnya ada 133 kasus dari 
11 pelaku kekerasan yang pernah terjadi dengan pers mahasiswa. 
Kebanyakan kekerasan 32 yang dilakukan terhadap pers mahasiswa 
berbentuk intimidasi sebanyak 65 kasus dan kekerasan terhadap pers 
mahasiswa/kru berbentuk teguran 67 kasus.  
 
2. Contoh Kasus dan Mekanisme Penyelesaian terhadap Pelaku 
yang Menghalang-halangi Wartawan Kampus Washilah UIN 
Alauddin Makassar dalam Melakukan Peliputan 
Berikut posisi kasus yang terjadi di Lembaga Pers Mahasiswa 
Washilah UIN Alauddin Makassar , yang penulis dapat dari  website media 
mahasiswa Washilah  yaitu:  
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Kasus dugaan kekerasan tersebut bermula ketika Rika 
membubarkan silaturahmi antara Mahasiswa baru dengan pengurus 
Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Manajemen. Dengan suara 
tinggi, Rika keluar dari belakang gedung FEBI dengan tangan 
menunjuk-nunjuk ke atas, lalu menyerukan semuanya bubar. “Tidak 
ada bina akrab. Bubar, bubar tidak ada kegiatan lain,” tutur Rafli 
Setiawan yang melihat langsung kejadian itu sembari menirukan 
gaya Rika.  
Karena hal tersebut, Mahasiswa baru kemudian meninggalkan 
tempat itu dan beberapa pengurus HMJ kemudian beradu mulut 
dengan Rika. Kejadian itu berlangsung di Sore hari pada Pukul 16.00 
WITA. Andriani yang melihat peristiwa itu, kemudian 
mengabadikannya dengan kamera handphone. Saat itulah Andriani 
mengalami perlakuan tak wajar, Rika mendatangi Andriani tanpa 
kata-kata kemudian berusaha merampas benda yang sedang 
dipegangnya itu. 
Gagal mendapatkan handphone tersebut, Rika kemudian 
mengguncang Andriani, ia memegang kerah baju lalu menarik dan 
mendorong Mahasiswi semester tujuh itu sebanyak tiga kali. Padahal 
Andriani saat itu sudah mengatakan bahwa dirinya adalah 
Wartawan. 
“Saya Pers Bu, saya Pers, saya Washilah,” Ungkapnya saat 
kejadian itu tengah berlangsung. 
Namun Rika seolah tak menghiraukan itu, karena perlakuan 
represif yang dilakukannya kepada Andriani belum berakhir sampai 
disitu. Sebuah video yang merekam menit-menit terakhir kejadian 
tersebut menggambarkan, Andriani mengatakan dirinya tidak terima 
diperlakukan demikian. 
Rika kemudian kembali mendorong Andriani hingga hampir 
terjatuh. Beruntungnya, dua kawan Andriani yang berada tepat di 
belakangnya menadah Andriani yang kemudian menangis lalu 
meninggalkan tempat kejadian itu. 
 
 Setelah kejadian itu, Pemimpin Umum Lembaga Pers Washilah 
pada tahun 2016, Asrullah langsung menemui Ketua Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI) Makassar untuk mendapatkan bantuan advokasi.  
Adapun hasil pertemuan itu setelah diwawancarai oleh penulis, bahwa 
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terkait dengan kasusnya,  Agam ketua AJI Makassar mengatakan ada 
banyak pertimbangan yang dia sampaikan ke pengurus Washilah sebelum 
melaporkan kasus tersebut ke polisi. Adapun pertimbangannya sebagai 
berikut.105 
1.  Ada alat bukti yang  tidak dimiliki yakni hasil visum.  Tidak 
 melakukan visum  setelah kejadian sehingga membuat kekuatan 
 hukumnya menjadi lemah 
2. Beberapa kasus yang ditangani oleh AJI, hanya ada 1 yang 
 pernah menang. Terkait kekerasan pers secara umum, apalagi 
 pers mahasiswa yang memang pada dasarnya  tidak diatur dalam 
 UU Pers 
 
Tidak dibawah kerana kepolisian, pengurus Washilah pun 
menempuh jalur Komisi Disiplin (Komdis) Universitas Islam Negeri (UIN) 
Makassar. Namun sudah hampir 1 tahun berlalu,  kasus dugaan 
kekerasan yang dialami oleh Reporter Washilah Andriani yang juga 
merupakan Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN 
Alauddin Makassar, belum menuai kejelasan. 
Asrulah lebih lanjut mengatakan Menyelesaiakan melalui rana 
kampus  pun tidak tepat karena sampai pada hari ini tidak ada hasilnya 
dari komdis UIN. Komdis katanya hanya menyampaikan hasil-hasil 
sidangnya ke Rektor dan Rektor bilang komdis yang putuskan/tangani 
bukan Rektor. Beberapa kali di follow up tapi tidak ada hasil.106 
Tidak adanya kejelasan dalam penyelesaian kasus kekerasan yang 
dialami oleh reporter Washilah. Ketua AJI Makassar menilai sebenarnya 
                                            
105 Hasil Wawancara, Selasa, 22 Agustus 2017 
106 Ibid. 
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dari proses yuridisnya, dua-duanya salah. Satunya melakukan tindakan 
kekerasan dan satunya melakukan tindakan ITE. Kalau AJI melihat itu 
sebenarnya untuk rana kampus. Ketika dia memberitakan itu cukup di 
rana washilah saja karena dia pers kampus. Ketika dia melapor ke AJI kita 
mencoba untuk mengingatkan kepada pelaku atau korban, kita tidak bisa 
membawa ke hukum karena harus  di selesaikan dengan mekanisme 
kampus, bukan mekanisme publik, bukan mahkamah pengadilan.  
Kasus ini juga pernah dibahas dalam diskusi “Jaminan Terhadap 
Kekerasan Pers Mahasiswa di Makassar” yang digelar oleh Lembaga Pers 
Mahasiswa (LPM) Kertas Universitas Fajar (Unifa) Makassar pada Senin 
(28/11/2016) . 
Sekretaris Umum Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Kota Makassar 
Ancha Hardiansyah yang menjadi narasumber dalam diskusi itu, 
mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Rika terhadap Andriani 
jelas pelanggaran pidana.107 Ancha Hardiansyah menekankan, jika terjadi 
kekerasan verbal di Dalam Kampus, langkah terbaik yang ditempuh 
adalah dengan melapor ke Polisi. Hal senada juga diungkapkan Ketua AJI 
Makassar Qodriansyah Agam Sofyan bahwa menyentuh tubuh seseorang 
tanpa izin saja sudah termasuk pelanggaran pidana, apalagi kalau sampai 
mendorong. 
Berdasarkan jalur yang ditempuh oleh LPM Washilah yakni 
penyelesaiannya di adakan di dalam kampus, dalam hal ini Komisi Disiplin 
                                            
107 Hasil diskusi LPM Kertas UNIFA“ Jaminan Kekerasan Pers  Mahasiswa di 
Makassar” pada  tanggal 28 November 2017 
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(Komdis). Irwan Sakkir memberikan komentar terkait dengan korban.108 
“Untuk diselesaikan di dalam kampus, komdis itu seperti bapak dan anak. 
Itu berarti yang punya hak itu adalah universitas. Setiap lembaga 
kemahasiswaan menjalankan aturan statuta universitas karena kalau di 
lakukan di tataran komdis itu berbica aturan universitas, kalau berbicara 
individu bisa dilaporkan. Kalau komdis berhak menegaskan ke 
lembaganya bukan di individunya. Karena komdis mengatur mengenai 
lembaganya, bukan individunya. Ketika individunya yang dia atur maka 
sudah deskriminasi ke orangnya.  Ada UU yang mengatur ketika personal 
indvidu mendapat kekerasan itu berhak di laporkan / jalur hukum. 
(penganiayaan). Ketika personalnya bisa dilaporkan melalui jalur hukum. 
Adapun mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh Irwan 
Sakkir, Sekjen PPMI Nasional. Ia mengatakan : 
Cara penyelesaiannya, kalau dia non hukum, biasanya dilakukan 
mediasi, antara birokrasi kampus dengan reporter. Tapi kalau 
menempuh jalur hukum biasanya bermitra sama LBH. Contoh kasus 
LPM metaouac PNUP, pernah mendapatkan hal yang serupa, 
dihalang-halangi, sampai di pembekuan lembaga. Apa yang 
dilakukan, kita melakukan  pendiskusian tapi tidak menemukan cara 
juga, pada akhirnya kami bermitra dengan LBH Makassar untuk 
memediasi, alhasil mereka aktif lagi. Contoh kasus lagi di Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi dan Manajemen (STIEM) Bongaya, LPM Watak 
sampai tahap pemberhentian juga sampai sekarang belum aktif, itu 
terkait aktivitas jurnalistik mereka. Nah itu juga salah satu hal yang 
sangat perlu dibicarakan. Makanya kita di pers mahasiswa sangat 
menginginkan yang namanya legalitas sebagai pers mahasiswa. 
Sehingga kampus tidak semena-mena lagi terhadap lembaga.  
Lembaga hanya perangkat dalam universitas. Yang berbadan  
hukum universitas, makanya dia punya hak progresif untuk menekan 
                                            
108 Wawancara, Jumat 25 Agustus 2017 
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lembaga-lembaga kemahasiswa karena mereka punya aturan statuta 
universitas. 
 
Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, sebenarnya 
telah mengatur mekanisme penyelesaian ketika terjadi sengketa pers. 
Ketika persoalan terjadi akibat karya jurnalistik yang dihasilkan oleh pers, 
masyarakat berhak menuntut pers untuk mempertanggungjawabkannya. 
Persoalan jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik, berupa 
hak jawab dan hak koreksi sesuai UU Pers yakni yang terdapat dalam 
Pasal 5 ayat (2) dan (3). 
1. Perusahaan pers wajib melayani Hak Jawab (Pasal 5 ayat 2), 
yaitu hak seseorang atau sekelompok oran untuk memeberikan 
tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta 
yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 ayat 11) 
2. Perusahaan pers melayani hak koreksi (Pasal 5 ayat 3), yaitu hak 
setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan 
informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun 
tentang orang lain (Pasal 1 ayat 12) 
Namun jika terjadi pelanggaran, para pihak yang merasa dirugikan 
oleh pemberitaan atau aktivitas pers bisa menempuh jalur lain 
sebagaiamana diatur dalam Pasal 15 UU No. 40 Tahun 1999 tentang 
Pers, yakni melakukan pengaduan ke Dewan Pers. Selanjutya Dewan 
Pers akan melakukan pengkajian dan penilaian terhadap aduan yang 
masuk.  
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Terbentuknya Dewan Pers untuk menjaga kebebasan pers, tidak 
berpengaruh banyak pada pers mahasiswa. Ada dua indikator yang 
menjadi acuan bagi Dewan Pers untuk bergerak, yaitu terverifikasi dan 
bermuatan positif. Terverifikasi adalah berbadan hukum dan memenuhi 
beberapa syarat untuk dianggap sebagai bagian dari pers professional. 
Sementara bermuatan positif antara lain tidak menyebarkan berita hoax, 
diskriminasi SARA, dan mematuhi kode etik jurnalistik. 
Untuk  mekanisme hak jawab dan hak  koreksi kepada lembaga pers 
mahasiswa tidak diatur dalam peraturan atau undang-undang 
sebagaimana kepada media nasional. Padahal mekanisme tersebut 
keberadaannya sangat penting sebagai landasan operasional dalam 
membuat hak jawab dan hak koreksi terhadap lembaga pers mahasiswa. 
Selama ini jika terjadi permasalahan sengketa informasi antara 
lembaga pers mahasiswa dan pihak kampus, maka proses hak jawab pun 
tidak dilakukan. Kasus-kasus yang menimpah pers mahasiswa hanya 
menggantung dan tidak diselesaikan dengan penyelesaian sengketa pers 
yang jelas. Hal ini terjadi karena tidak ada mekanisme atau prosedur 
operasional yang mengatur tentang hak jawab dan hak koreksi khusus 
untuk lembaga pers mahasiswa. 
Karena pers mahasiswa bukan bagian dari pers nasional dan karena 
dibawah pimpinan kampus. Sebagaimana dalam  Pasal 9 yang berbunyi “ 
setiap perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia”. Artinya, setiap 
aktivitas jurnalistik yang tidak berbadan hukum bukanlah pers, termasuk di 
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dalamnya adalah pers mahasiswa. Selain berbadan hukum, perusahaan 
pers yang diakui pemerintah harus memiliki modal Rp. 50 Juta serta dapat 
membiayai karyawannya. Persyaratan-persyaratan di ataslah yang tidak 
dapat dipenuhi oleh pers mahasiswa. Makanya tidak diberlakukan sanksi 
terhadap  pelaku yang menghalang-halangi wartawan dalam melakukan 
peliputan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 
tahun 1999 tentang pers yang berbunyi : 
Tindakan yang menghambat atau menghalang-halangi wartawan 
dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya di atur dalam Pasal 18 
ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja 
melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalang-
halangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) 
 
Namun jika ada pers mahasiswa  mendapatkan kekerasan dalam hal 
ini penganiayaan oleh pimpinan fakultas  atau kampus tempat mereka 
bernaung dalam melaksanakan tugasnya sebagai wartawan kampus, 
Ketua Dewan Pers mengatakan harus dilaporkan ke polisi dan 
diadukan ke Dewan Pers. Tapi umumnya kasus-kasus yang terjadi 
tidak berlanjut karena pengelolanya mundur atau berganti, atau tidak 
terbit lagi. 
Sesuai dengan wawancara Sekjen PPMI Periode 2015/2016 
dengan dewan pers terkait jalur apa yang bisa ditempuh dalam 
menyelesaikan kasus persma terlepas dari UU Pers. Yosep Stanley 
Adi Prasetyo mengatakan dapat menggunakan pidana. Menurutnya 
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dalam penegakan UU Pers itu adalah pihak kepolisian dan hakim 
dalam proses pengadilan. 
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) yang sering kali mendapat 
masalah dalam aktifitas jurnalistik perlu mendapatkan perhatian khusus. 
Pemasalahan seperti intervensi dalam konten berita, pembredelan, 
intimidasi, hingga pembekuan LPM kerap terjadi di kalangan pers 
mahasiswa di Indonesia. Dalam hal ini LPM bisa menyelesaikan sengketa 
pers dengan dua bentuk advokasi yaitu; litigasi dan non litigasi.109 
Proses litigasi ditempuh jika syarat maupun data sudah kuat untuk 
diproses di pengadilan, kemudian bisa mengambil jalur hukum. LPM ada 
yang menjadi lembaga otonom atau semi otonom. Terlepas dari 
kedudukan LPM di masing-masing kampus, hak-hak yang harus 
didapatkan dalam kebebasn berekspresi di atur dalam UU nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  Adapun di dalam pasal 14 pada 
UU tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi 
dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya. Kemudian isi dalam ayat selanjutnya 
adalah bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pasal tersebut 
menjelaskan tentang kebebasan berekspresi. Maka permasalahan yang 
bisa menghambat kerja jurnalistik akan terkena sangsi hukum.  
                                            
109 Http//www. Persma Siap Jalur Hukum _ Kavling10.html di akses pada tanggal 1 
Oktober    2017 
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Selain itu ada bentuk advokasi non litigasi yang penyelesaianya di 
luar pengadilan. Proses tersebut bisa berupa negosiasi untuk mencapai 
kesepakatan. Negosiasi dilakukan bersama pihak-pihak terkait dalam 
bentuk mediasi agar lingkupnya semakin luas lagi. Adapun Pemilihan jalur 
litigasi bisa menjadi lebih efektif mengingat kedudukan LPM di setiap 
kampus yang masih belum berbentuk hubungan kelembagaannya. 
Persma sebagai mediator seharusnya difasilitasi dan memiliki kedudukan 
yang setara dengan organisasi lainnya dalam hal pendanaan dan 
sebagainya. Bukan lagi meminta, tetapi dibiayai untuk melalukan kerja 
jurnalistik. 
Ketika persma mengambil jalur hukum, sengketa akan diproses di 
pengadilan. Tidak akan menjadi masalah jika LPM belum berbadan 
hukum. Karena semua masyarakat selalu dilindungi dan memiliki hak 
asasi yang sama. Penyelasaian masalah di setiap LPM dalam bentuk 
litigasi memakan waktu yang lebih singkat. Langkah yang diambil dari 
pengumpulan data, perencanaan strategi advokasi, membangun jaringan 
hingga proses negosiasi bisa langsung di lakukan. Dalam hal ini data yang 
relevan dan membangun jaringan merupakan kekuatan terbesar alam 
proses negosiasi. Membangun jaringan yang melibatkan banyak pihak 
akan menjadi modal penting, karena akan memberikan tekanan dalam 
mempengaruhi suatu kesepakatan. Seperti media-media lain, LPM juga 
menghasilkan produk media seperti majalah, buletin dan portal berita.  
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Ada banyak pilihan untuk mengatasi hal ini. Menurut penulis salah 
satunya dengan mengusahakan badan hukum bagi pers mahasiswa, 
layaknya pers mainstream. Sehingga ketika terjadi sengketa pers, pers 
mahasiswa dapat menempuh melalui hak jawab, hak koreksi, dan 
permintaan maaf. Dan ketika UU pers tidak dapat digunakan wartawan 
kampus dalam melindunginya dari tindakan kekerasan dalam hal ini 
penganiayaan dan perampasan alat kerja, maka pertanggungjawaban 
pidana terhadap pelaku yang menghalang-halangi wartawan kampus 
dalam melakukan peliputan dapat menggunkan delik umum yakni,  Pasal 
351 tentang penganiayaan dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan 
benda  dengan ancaman pidana dua tahun delapan bulan penjara. 
Ketika UU Pers tidak dapat menjadi pedoman bagi pers 
mahasiswa, Irwan Sakkir selaku Sekjen PPMI Nasional mengatakan 
tidak perlu kami dibuatkan UU secara sah, tapi buku panduan itu kami 
butuh pengakuannya (solusi) dewan pers dan jajarannya karena 
menurutnya persma butuh 1 perlindungan (legalitas). 
Sejauh ini yang kami tempuh adalah mitra kerja. Bermitra ke LBH, 
AJI, Dewan Pers, ataupun bantuan hukum lainnya. Kami juga selalu  
melakukan cara untuk bagaimana kita punya panduan/pedoman 
sendiri. Ada solusi kami di internal yang ingin ditawarkan agar tidak 
ribet lagi terkait UU. Kami mengajukan buku pedoman advokasi 
sendiri. Kita tidak minta pengakuan di UU, tapi kami merencanakan 
buku panduan ini di akui  di dewan pers minimal, sehingga kita 
punya landasan/acuan sebagai persma. Sampai saat ini masih 
dalam  penggarapan pedoman advokasi persma. Inilah yang menjadi 
alat yang menjadi pelindung kami. Artinya kami juga punya buku 
panduan dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik sebagai pers 
mahasiswa. 
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Begitupun yang diharapkan Arman, redaktur hukum fajar, persma 
harus diakui keberadaannya. Karena sekarang media-media umum 
berharapnya dari wartawan kampus. Karena beda kualitasnya orang yang 
pernah bergelut di pers kampus dengan yang tidak. Misalnya di Fajar, 
kalau wartawan kampus yang masuk dia sudah punya militansi dan  
tulisannya sudah bisa dipublikasikan sedangkan yang bukan alumni 
wartawan kampus lama prosesnya baru bisa menulis berita .  
Senada dengan Arman, menurut Agam, posisi pers mahasiswa 
adalah embrio. Dia sebenarnya cikal bakal pers yang akan lahir ke depan. 
Jadi jika terjadi kekerasan terhadap reporternya, maka diselesaikan 
dengan mahkamah kampus. Meskipun kampus berbadan hukum jika 
lembaga pers mahasiswanya tidak, maka tidak bisa juga. Peran aji dalam 
mengawal persma, kita mencoba untuk menfasilitasi/memediasi. Legal 
standingnya ke LBH. 
Kekerasan terhadap pers mahasiswa semakin meningkat. Kajian 
Badan Pekerja Litbang Nasional PPMI dan Forum Litbang Yogyakarta 
menemukan bahwa banyak pihak yang dipercaya bertanggungjawab 
melindungi kekerasan terhadap pers mahasiswa. Sebagaimana terdapat 
dalam tebel di bawah ini. 
 
 
 
 
112 
 
Tabel 9. Pihak yang Seharusnya Bertanggungjawab 
 
 
 
 
 
 
 
H 
 
 
 
H 
 
 
 
 
Hasil Penelitian Dan Pengembangan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia  
Priode 2015/2016 
 
 Ada 13 pihak yang menjadi sorotan yaitu Perhimpunan Pers 
Mahasiswa Indonesia (PPMI), negara, masyarakat kampus, mahasiswa, 
Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristek DIKTI), 
Kementerian Agama, Dosen Pembimbing Lembaga, Dewan Pers, Birokrat 
Kampus, BEM dan DPM, Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI), siapapun atau 
seluruh masyarakat Indonesia, serta pers mahasiswa itu sendiri. 
Tabel menunjukkan, pihak yang harusnya bertanggungjawab 
terbanyak adalah Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) 
berjumlah 73. Kemudian Dewan Pers 70, serta Birokrat kampus 53. 
Selanjutnya Kemenristek DIKTI 29 dan KEMENAG 12, lainnya hanya 1 
sampai 2 poin. Pers mahasiswa percaya bahwa pihak yang seharusnya 
bertanggung jawab melindungi terhadap kekerasan pers mahasiswa 
NO Pihak yang seharusnya bertanggungjaab Jumlah 
1. Siapapun yang harus melindungi kebebasan 
dalam menyampaikan pendapat 
1 
2. PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa 
Indonesia)/Organisasi serupa 
73 
3. Negara 2 
4. Mayarakat kampus 1 
5. Mahasiswa 1 
6. Kemenristek Dikti 29 
7. KEMENAG 12 
8. Harus berdiri mandiri 1 
9. Dosen pembimbing lembaga 1 
10. Dewan Pers 70 
11. Birokrat kampus 53 
12. BEM/DPM 1 
13. AJI 1 
Total 246 
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adalah PPMI, Dewan Pers serta birokrat kampus. Sekalipun birokrat 
kampus juga menjadi pelaku tertinggi dalam kekerasan terhadap pers 
mahasiswa. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
Dari gambaran rumusan masalah dan uraian pembahasan diatas, 
maka kesimpulan pada skripsi ini diuraikan sebagai berikut : 
1. Secara normatif (tekstual) Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 
tentang pers tidak dapat diterapkan terhadap pelaku yang 
menghalang-halangi wartawan dalam melakukan peliputan. Namun 
secara substantif (de facto), pers mahasiswa diakui keberadaannya. 
Hal ini dikarenakan bentuk pers mahasiswa sebagai lembaga resmi 
(legal) yang disahkan dan diberi mandat (dalam hal ini SK) dalam 
menjalankan aktivitas jurnalistiknya dari badan hukum pemerintah 
yakni Perguruan Tinggi (PT). 
2. Terhadap pelaku yang mengahalangi wartawan kampus dalam 
melakukan peliputan dalam hal penganiayaan dan perampasan alat 
kerja dapat dikenakan delik umum, yakni Pasal 351 KUHP tentang 
penganiayaan dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan benda. 
Adapun bentuk penyelesaian yang dapat digunakan pers mahasiswa  
ada 2 yakni, bentuk letigasi dan non letigasi. 
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B. SARAN 
 
Berdasarkan uraian kesimpulan pada penelitian ini, peneliti menarik 
beberapa saran sebagai berikut : 
1. Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers perlu 
dibicarakan kembali karena Pasal-pasal yang ada di dalamnya tidak 
mengatur sama sekali mengenai pers mahasiswa. Atau perlu ada 
Undang-undang atau peraturan tersendiri mengenai pers 
mahasiswa.  
2. Perlu ada kebijakan secara rinci mengenai kedudukan pers 
mahasiswa yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) tentang hak dan 
kewajiban pers mahasiswa, batasan dan kode etik jurnalistik  pers 
mahasiswa dengan melibatkan unsur pers yakni, Dewan Pers, 
Pemerhati Pers, Pakar Hukum, dan Perguruan Tinggi. 
3. Perguruan Tinggi, Dewan Pers, dan Perhimpunan Pers Mahasiswa 
Indonesia Nasional (PPMI Nasional)  sebagai wadah insan pers 
kampus perlu mensosialisasikan bentuk advokasi yang digunakan 
ketika lembaga pers mahasiswa mendapatkan masalah, agar tidak 
ada lagi pendeskriminasian baik di universitas maupun di luar 
universitas ketika menjalankan kerja-kerja jurnalistik. 
4. Dewan Pers secara kelembagaan dan organisasi wartawan lainnya 
harus menjadi mediator bagi pers mahasiswa ketika terjadi sengketa 
pers atau permasalahan hukum lainnya. 
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